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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tansliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan huruf dari abjad yang satu ke

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab

dengan huruf-huruf lain beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi yang

digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan

Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf

Arab dan transliterasi dengan huruf lain.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
i Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
= Ba B Be
= Ta \ Te
= Sa S es (dengan titik di atas)
c Jim J Je
z Ha H ha (dengan titik di
bawah)




« Kha Kh ka dan ha
> Dal D De
> Zal Z Zet (dengan titik di atas)
- Ra R Er
> Zai z Zet
L Sin S Es
A Syin Sy es dan ye
U Sad S es (dengan titik di
bawah)
\ Dad D de (dengan titik di
bawah)
- Ta T te (dengan titik di
bawah)
L Za z zet (dengan titik di
bawah)
d “ain koma terbalik (di atas)
d Gain G Ge
= Fa F Ef
S Qaf Q Ki




Kaf Ka
J Lam El
¢ Mim Em
o Nun En
2 Wau We
A Ha Ha
# Hamzah Apostrof
¢ Ya Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

33ate

Ditulis

muta addidah

Ditulis

‘iddah

Ta’ Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

FECE

Ditulis

Hikmah

Ditulis

Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah

terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti Zakat, Shalat, dan sebagainya,

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).
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1. Bila diikuti dengan kata sandang ““al” seperti bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan 4.

LY s

Ditulis

Karamah al-auliya

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasroh atau

dommah ditulis dengan

PR

Ditulis

Zakat al-fitr

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
£ Fathah A A
g Kasrah | I
: Dammah U U
2. Vokal Panjang
1. Fathah + alif Ditulis A

vii




idals Ditulis Jahiliyah
2. Fathah+ya’ Ditulis A
(o Ditulis Tansa
3. Kasrah+ya'mati Ditulis I
&S Ditulis Karm
4. Dammah + wawu mati Ditulis U
P3P Ditulis Furud
3. Vokal Rangkap
1. Fathah + ya’ mati Ditulis Ai
S Ditulis Bainakum
2. Fathah + wawu mati Ditulis Au
Js3 Ditulis Qaul

4. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof.
e Ditulis A'antum
sl Ditulis Uiddat
FS D Ditulis Lainsyakartum

C. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah
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;;’L};_J\

Ditulis

al-Qur’an

Ditulis

al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

Ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikuti,

serta menggunakan huruf / (el)-nya.

Lol Ditulis As-Sama
m Ditulis Asy-Syams
D. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi dan pengucapannya
2o Alsed Ditulis Zawi al-furud
i pal Ditulis Ahl as-sunnah
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WASIAT WAJIBAH BAGI AHLI WARIS BEDA AGAMA PERSPEKTIF
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1/Yur/Ag/2018 DAN
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NOMOR
301/Pdt.P/2022/PA.Bms

ABSTRAK

Arthakyla Satya Re Ajastin
NIM. 214110304022
Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Penelitian in1 menganalisis tentang permasalahan waris beda agama pada
putusan perkara Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms dengan fokus penerapan wasiat
wajibah kepada ahli waris nonmuslim. Penelitian ini mengkaji ketentuan pada
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor
1/Yur/Ag/2018. Penelitian ini menganalisis adanya kontradiksi antara ketentuan
KHI yang secara umum membatasi hak waris pada ahli waris yang nonmuslim,
sedangkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 memberikan ruang
bagi ahli waris nonmuslim dengan jalan wasiat wajibah. Adanya Yurisprudensi
Nomor 1/Yur/Ag/2018 bertujuan untuk memberi perlindungan bagi hak-hak ahli
waris beda agama.

Penelitian ini termasuk Penelitian Pustaka (Library Research). Pendekatan
bersifat Yuridis  Normatif, dengan mengacu pada putusan Nomor
301/Pdt.P/2022/PA.Bms. Yang kemudian diperkuat dengan hasil wawancara antara
penulis dengan hakim Pengadilan Agama Banyumas serta peraturan perundang-
undangan dan buku yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian ini menyimpulkan berdasarkan penetapan hakim Nomor
301/Pdt.P/2022/PA.Bms terhadap implementasi wasiat wajibah pada ahli waris
nonmuslim pada putusan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama
Banyumas ada 2 faktor hakim tidak mengimplementasikan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 dalam putusan. Pertama, hakim memutus
perkara permohonan tersebut sesuai dengan permintaan pemohon yaitu sesuai
dengan hukum Islam. Kedua, pemahaman hakim yang kurang mendalami
Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018. Implikasi dari putusan tersebut
menyebabkan tidak memberi perlindungan hak-hak ahli waris beda agama.
Sehingga tidak selaras dengan asas keadilan hukum.

Kata Kunci: Wasiat Wajibah, Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi Mahkamah
Agung, Pengadilan Agama, Perlindungan Hak-Hak Ahli Waris Beda Agama.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah hukum di Indonesia, hukum waris merupakan salah satu
bagian dari hukum perdata. Menjadikan hukum waris yang berlaku terbagi
atas beberapa jenis, diantaranya hukum waris Burgerlijke Wetboek (BW),
hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Dalam implementasinya
terdapat 2 (dua) sistem hukum waris yang cukup dominan berlaku di
kalangan masyarakat Indonesia. Kedua sistem hukum waris ini dapat
mewakili budaya dan kultur masyarakat pada umumnya, sistem hukum
waris yang digunakan adalah hukum waris Islam yang bersumber pada al-
Qur’an dan al-Hadis serta hukum waris peninggalan Hindia Belanda yang
bersumber pada Burgerlijke Wetboek (BW).!

Hukum waris berkaitan erat dengan ruang lingkup kehidupan sosial
manusia yang mana setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum
yakni kematian, dan akan menimbulkan akibat hukum dari adanya peristiwa
tersebut. Dengan adanya peristiwa kematian seseorang, maka akan
mengakibatkan adanya proses pewarisan. Menurut Pasal 830 KUHPerdata,

yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian.?

! Muhammad Audiva, “Kajian Hukum Waris Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama
(Studi Putusan Nomor: 1854/Pdt. G/2013/Pa. Plg),” Jurnal Iimiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)
1, no. 4 (2021): 1-14, http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/765, hlm.
2.

2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, 1847.



Sehingga warisan hanya dapat dilakukan setelah seseorang selesai dalam
proses pemakamannya.

Pewarisan merupakan suatu proses beralihnya harta warisan dari
pewaris kepada ahli waris. Pewarisan dapat berlangsung baik dengan aturan
hukum dan aturan agama yang berlaku dalam kelompok masyarakat. Aturan
hukum merupakan aturan Undang-Undang yang berlaku dalam kelompok
masyarakat tertentu, sedangkan aturan agama merupakan ketentuan hukum
agama yang dianut oleh seseorang dan berlaku dalam kelompok masyarakat
tertentu. Dalam sistem pewarisannya hukum waris perdata saling berkaitan
dengan sistem kekeluargaan, sistem kewarisan hukum perdata diatur secara
individual yang artinya ahli waris mewaris secara individu dan tidak ada
perbedaan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

Sedangkan sistem pewarisan menurut hukum Islam, peninggalan harta
dari pewaris tidak serta merta seluruh kekayaannya akan dibagi kepada ahli
waris. Karena ada suatu saat pewaris juga meninggalkan harta peninggalan
berupa hutang. Jika terdapat hutang yang belum dilunasi oleh pewaris, maka
ahli waris wajib melunasi hutang tersebut, hal ini karena adanya perintah
yang terdapat dalam al-Qur’an maupun KHI.?

Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah adanya
perebutan harta warisan antara penerima waris yang diterimanya atau ingin

menguasai seluruh harta warisan. Hal ini dapat terjadi jika ahli waris tidak

% Audiva, “Kajian Hukum Waris Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Putusan
Nomor: 1854/Pdt. G/2013/Pa. Plg), hlm. 2.”



menerima warisan secara adil atau setara, atau jika tidak ada kesepakatan
maka hukum mana sebagai pedoman pembagian warisan.*

Seseorang dapat dikatakan ahli waris apabila orang tersebut memenuhi
sebab-sebab dapat dikatakannya sebagai ahli waris, di antaranya yaitu
adanya hubungan kekerabatan, hubungan pernikahan dan hubungan wala’.
Namun tidak jarang pula seseorang tersebut gagal atau dinyatakan tidak
layak menjadi ahli waris dikarenakan ada sebab-sebab tertentu.
Sebagaimana yang diketahui faktor-faktor yang menyebabkan sescorang
dapat gugur menjadi ahli waris di karenakan adanya perbedaan agama,
pembunuhan, kemurtadan dan perbudakan.

Dalam kehidupan, seringkali kita menjumpai adanya penyebab ahli
waris dinyatakan gugur menjadi ahli waris, yaitu seperti halnya dikarenakan
perbedaan agama. Dengan adanya perbedaan agama ini para ulama mazhab
sepakat untuk menyatakan bahwa orang nonmuslim tidak dapat mewarisi
harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

Apabila permasalahan ini terjadi pada perkawinan beda agama, maka
perlu ditinjau lagi terutama perkawinan antara orang yang beragama Islam
dengan agama nonmuslim. Secara umum, perkawinan beda agama sangat
berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan hukum tersendiri, baik
kepada pasangan suami istri itu sendiri maupun kepada pihak luar/ketiga

termasuk hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

4 Hakiki Adam Alamsyah, “Analisis Yuridis Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris
Beda Agama Serta Akibat Hukumnya,” Dinamika 28, no. 1 (2022): 3189-3200, hlm. 3189 - 3190.

® Audiva, “Kajian Hukum Waris Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Putusan
Nomor: 1854/Pdt. G/2013/Pa. Plg), hlm. 2.”



Jika persoalan kewarisan dilihat dari aspek keadilan, maka larangan
perkawinan beda agama jelas lebih melindungi hak kewarisan masing-
masing. Hal ini disebabkan anak-anak tidak mungkin beragama sama
dengan ayahnya dan ibunya, karena agama adalah masalah keyakinan.
Konsekuensinya anak-anak hanya akan seagama dengan salah satu dari
kedua orang tuanya dan/atau bisa menganut agama lain yang dianut oleh
kedua orang tuanya. Apabila ada anak yang seagama dengan ayah atau
ibunya saja, maka ia hanya akan mendapatkan hak kewarisan dari ayah atau
ibunya saja yang seagama, sehingga ia akan berhadapan dengan saudaranya
yang berbeda agama. Hal ini menimbulkan masalah keadilan, yaitu anak
yang seagama akan mendapatkan hak kewarisan sedangkan saudara
kandungnya yang berbeda agama tidak mendapatkan hak kewarisan.®

Perbedaan agama ini seringkali menjadi penyebab sengketa waris antar
ahli waris dalam keluarga. al-Qur’an dan Hadis tidak memberikan
penjelasan mengenai bagian harta dari ahli waris nonmuslim, namun di sisi
lain keadaan dan kondisi menuntut untuk menghendaki hal yang sebaliknya.
Karena hal ini dinilai tidak adil bagi ahli waris nonmuslim. Pada dasarnya
masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat pluralistik, menjadi
penyebab seringnya dijumpai berbagai konflik tentang penerapan
pembagian waris antara ahli waris nonmuslim dengan pewaris muslim atau

sebaliknya antara pewaris nonmuslim dengan ahli waris muslim.’

® Alamsyah, “Analisis Yuridis Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama
Serta Akibat Hukumnya, hlm. 3190.”

" Audiva, “Kajian Hukum Waris Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Putusan
Nomor: 1854/Pdt. G/2013/Pa. Plg), hlm. 3.”



Meskipun dalam kitab-kitab fikih menyatakan bahwa berlainan agama
merupakan salah satu penghalang mewarisi, tetapi pada Pasal 173
Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seorang terhalang menjadi ahli
waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau
menganiaya berat para pewaris;

2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa
pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan
hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.®
Tidak masuknya nonmuslim sebagai penghalang kewarisan dalam KHI,

jelas merupakan suatu kesengajaan bukan khilaf, karena jika khilaf tidak
mungkin selama 33 tahun tidak diralat. Dalam KHI saja tidak ada yang
mengatur tentang wasiat wajibah bagi orang yang berbeda agama. Wasiat
wajibah yang terdapat dalam KHI hanya mengatur tentang anak angkat dan
orangtua angkat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Yurisprudensi
didefinisikan sebagai ajaran hukum yang diberikan oleh peradilan dan
ditulis dalam putusan hakim. Pengertian ini sejalan dengan pendapat Prof.

Subekti, yang menyatakan bahwa Yurisprudensi adalah putusan pengadilan

8 Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018, hlm. 91.



atau hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.® Sedangkan
Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi yang memegang kekuasaan
kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi, memiliki otoritas
kehakiman dan bebas dari pengaruh cabang-cabang lainnya.

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1/Yur/Ag/2018
disebutkan bahwa wasiat wajibah diberikan tidak hanya kepada anak angkat
namun juga bisa diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam.
Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 194 — 209, satu-
satunya yang mengatur tentang wasiat, hukum yang dipandang sebagai
hukum materil menentukan bahwa wasiat wajibah hanya diberikan kepada
seseorang yang tidak termasuk Zawil furud (ahli waris yang mendapatkan
bagian berdasarkan ketentuan nas), seperti anak angkat dan cucu yang
ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu (ahli waris pengganti). Wasiat
wajibah tidak berlaku bagi anak yang tidak beragama Islam.

Akibat perbedaan hukum waris yang ada dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, hal ini menimbulkan
kerancuan hukum dalam bidang kewarisan. Oleh karena itu penulis tertarik
untuk meneliti lebih mendalam permasalahan ini dengan judul “Waris Beda
Agama Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah
Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama

Banyumas Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms)”.

® Holili, M. Yunus, and Winarto, “Kedudukan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Di
Indonesia Sebagai Penganut Sistem Civil Law,” COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian
Masyarakat 3, no. 9 (2024): 3718-26, https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1140, hlm. 3720.



B. Definisi Operasional

Ada beberapa istilah yang perlu diberi penjelasan dari judul di atas,
guna menghindari kemungkinan terjadinya persepsi yang berbeda dengan
maksud utama penulis, istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Waris
Dalam bahasa Belanda, erfgenaam, waris adalah orang yang
menggantikan kedudukan orang yang meninggal dunia dan mengoper
semua hak dan kewajiban hukumnya.°
2. Kompilasi Hukum Islam
Kompilasi Hukum Islam dapat didefinisikan sebagai rangkuman
dari pendapat para ulama yang dikumpulkan dari beberapa kitab fikih
yang dijadikan acuan atau rujukan para hakim Pengadilan Agama
dalam memutuskan suatu perkara, kemudian rangkuman itu disusun
secara sistematis dalam suatu bentuk buku.!! Eksistensinya berdasarkan

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991.12

19 Musa Asy’ari, “Ahli Waris Pengganti Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan
Hukum Perdata,” Isti ‘dal: Jurnal Studi Hukum Islam 7, no. 1 (2020): 2020, hlm. 58.

11 Muhammad Sjaiful et al., “Analisis Hukum Eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Tentang Waris Dalam Pembagian Harta Warisan Di Indonesia,” Halu Oleo Legal Research 4, no. 2
(2022): 342-55,
https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/72%0Ahttps://journal.uho.ac.id/index.php
/holresch/article/download/72/42, hlm. 346.

12 Sakinah, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.



3. Yurisprudensi
Yurisprudensi merupakan keputusan yang telah dibuat oleh hakim
terdahulu yang dijadikan sebagai dasar hukum dan digunakan oleh
hakim berikutnya dalam memutuskan perkara yang sama.*?
4. Putusan
Putusan ialah keputusan yang dibuat oleh hakim yang dituangkan
dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka
untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan
(kontentius). Putusan dalam pengertian lain adalah penentuan atau
penetapan hakim mengenai hak-hak tertentu serta hubungan hukum

antara para pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan

persengketaan di antara mereka.*
C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan
rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor

301/Pdt.P/2022/PA.Bms tentang wasiat wajibah bagi ahli waris beda

agama?

13 Rahmah Ningsih, “Yurisprudensi Mahkamah Agung Analisis Pertimbangan Hakim
Dalam Penerapan ~ Wasiat ~ Wajibah,” Lex  Jurnalica 17, no. 1 (2020),
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11€93a609a43b0beaf8531343233333
9.html, him. 81.

14 Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim (Yogyakarta: UII Press, 2014), him. 13.



2. Bagaimana implikasi yuridis atas putusan Pengadilan Agama
Banyumas yang tidak menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Nomor 1/Yur/Ag/2018?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini
bertujuan untuk:

a. Untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor
301/Pdt.P/2022/PA.Bms tentang wasiat wajibah bagi ahli waris
beda agama.

b. Untuk menganalisis implikasi yuridis atas putusan Pengadilan
Agama Banyumas yang tidak menerapkan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018.

2. Manfaat Penelitian
Harapan penulis setelah melakukan penelitian ini dapat
memberikan sumbangsih sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperbanyak
pengetahuan bagi para pembaca, khususnya bagi para mahasiswa
dan akademisi lainnya, serta dapat melengkapi perbedaan karya
ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran mengenai wasiat

wajibah pada ahli waris beda agama.
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b. Manfaat Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan
suatu gambaran, pemahaman dan memberikan jawaban atas
pertanyaan serta dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi

peneliti lain.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dari penelitian ini adalah menggunakan hasil penelitian
terdahulu yang dijadikan rujukan atau perbandingan dengan penelitian yang
dilakukan oleh penulis. Penulis mengambil beberapa sumber sebagai
rujukan perbandingan dalam penelitian ini:

Skripsi yang ditulis oleh Ema Amalia dengan judul “Analisis
Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 Tentang Wasiat Wajibah Ahli
Waris Beda Agama Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Perspektif
Maslahat”. Tujuan ditulisnya skripsi tersebut adalah untuk tercapainya
pemahaman masyarakat terhadap pembagian wasiat wajibah ahli waris beda
agama. Dalam hal ini wasiat wajibah adalah terobosan untuk memberikan
harta warisan dari pewaris yang sebelumnya beragama Islam lalu keluar dari
Islam, kemudian meninggal dalam keadaan nonmuslim, sementara
kerabatnya tetap memeluk agama Islam. Skripsi tersebut merupakan
penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian hukum
normatif. Kesimpulan dari skripsi tersebut pada intinya adalah untuk
menjaga tali persaudaraan sesama manusia, dan menjaga keutuhan keluarga.

Bila ditinjau dari segi kemaslahatan yaitu untuk memenuhi rasa keadilan,
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maka dengan lahirnya putusan-putusan yang telah lalu dapat dikembangkan
oleh Mahkamah Agung untuk memutuskan dan menjadikan rujukan
memutuskan suatu perkara.'® Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-
sama membahas tentang Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai wasiat
wajibah. Sedangkan perbedaannya adalah penulis lebih membahas
mengenai implikasi Yurisprudensi pada putusan Pengadilan Agama
Banyumas Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms.

Skripsi yang ditulis oleh Aldinto Irsyad Fadhlurahman dengan judul
“Ahli Waris Muslim dalam Keluarga Nonmuslim di Indonesia dalam
Perspektif Hukum Islam”. Tujuan ditulisnya skripsi tersebut adalah untuk
mengetahui landasan sistem hukum di Indonesia tentang pembagian harta
waris dan untuk mengetahui pelaksanaan pembagian waris yang ahli
warisnya muslim dalam keluarga nonmuslim. Skripsi tersebut merupakan
penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif komparatif. Pendekatan
penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis. Teknik
pengumpulan datanya berupa studi kepustakaan (Library Research). Skripsi
tersebut berfokus pada dalam hukum perdata (BW) tidak ada mengenal
perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, dengan kata lain adalah
sah-sah saja orang yang berbeda agama menjadi waris-mewarisi, di sinilah

salah satu perbedaan dengan hukum Islam. Namun ada juga persamaan

1> Ema Amalia, “Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 Tentang Wasiat
Wajibah Ahli Waris Beda Agama Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam Perspektif
Maslahat” (2021),
http://www.theseus.fi/handle/10024/341553%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/view/19
58%0Ahttp://ejurnal.undana.ac.id/index.php/glory/article/view/4816%0Ahttps://dspace.uii.ac.id/bi
tstream/handle/123456789/23790/17211077 Tarita Syavira Alicia.pdf?
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antara konsep hukum Islam dengan hukum perdata mengenai penghalang
mewarisi yaitu terletak pada perbuatan membunuh pewaris, baik dalam
hukum Islam maupun hukum perdata Barat menyatakan bahwa orang yang
membunuh ahli waris sama-sama tidak berhak menjadi ahli waris.'®
Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang
hukum waris beda agama baik ahli waris muslim dalam keluarga nonmuslim
atau ahli waris nonmuslim dalam keluarga muslim. Sedangkan
perbedaannya adalah penulis lebih membahas tentang implementasi wasiat
wajibah kepada ahli waris beda agama.

Skripsi yang ditulis oleh Fabian Hutamaswara Susilo dengan judul
“Pembagian Warisan Pada Keluarga Beda Agama di Jakarta”. Tujuan
ditulisnya skripsi tersebut adalah untuk mengetahui praktik pembagian
waris pada keluarga yang di dalamnya terdapat perbedaan agama di wilayah
Jakarta dan mengetahui analisis hukum Islam dan Yurisprudensi terhadap
praktik pembagian waris tersebut. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian
kualitatif dengan pendekatan empiris. Sumber data dalam penelitian ini
terdiri dari data primer dan sekunder. Kesimpulan dari skripsi tersebut
menunjukkan bahwa 10 sampel dalam penelitian ini melakukan pembagian

warisan dilakukan dengan sistem sama rata antara ahli waris, tanpa

membedakan agama yang dianut, praktek di atas dilihat dari aspek hukum

16 Aldinto Irsyad Fadhalurahman, “Ahli Waris Muslim Dalam Keluarga Non Muslim Di
Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam” (2018),
https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2018.09.003%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.bbamem.2015.10.
011%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27100488%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubme
d/26126908%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cbpa.2017.03.014%0Ahttps://doi.org/.
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Islam adalah hal yang bertentangan dengan hukum Islam karena menurut
hukum Islam nonmuslim tidak menjadi ahli waris dan tidak mendapatkan
bagian dari harta waris pewaris muslim demikian juga sebaliknya berbeda
dengan perspektif Yurisprudensi yang tetap memberi bagian nonmuslim
melalui wasiat wajibah dari harta peninggalan pewaris muslim.!’ Persamaan
dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembagian
waris dalam keluarga yang berbeda agama. Sedangkan perbedaannya adalah
penulis lebih membahas pengimplementasian wasiat wajibah dalam putusan
Pengadilan Agama Banyumas Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms.

Skripsi yang ditulis oleh Mukhammad Khapni dengan judul
“Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Nonmuslim Ditinjau Dari
Hak  Asasi Manusia (Studi Analisis Putusan Nomor
990/Pdt.P/2022/PA.Cms)”. Tujuan ditulisnya skripsi tersebut adalah untuk
mengkaji bagaimana implementasi wasiat wajibah untuk ahli waris
nonmuslim dalam Putusan PA Ciamis Nomor 990/Pdt.P/2022/PA.Cms
tentang penetapan ahli waris nonmuslim sebagai penerima wasiat wajibah,
serta bagaimana tinjauan HAM terhadap penerapan wasiat wajibah sebagai
sarana hukum penyelesaian sengketa kewarisan beda agama. Skripsi
tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-

analitis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni

Jakarta”

17 Fabian Hutamaswara Susilo, “Pembagian Warisan Pada Keluarga Beda Agama Di
(2018),

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065%0Ahttp://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerend
er.fcgi?artid=PMC394507%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.humpath.2017.05.005%0Ahttps://doi.or
2/10.1007/s00401-018-1825-z%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157931.
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penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan karena penelitian
ini hanya ditujukan pada peraturan tertulis. Kesimpulan dari skripsi tersebut
adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis dalam memutus perkara
nomor 990/Pdt.P/2022/PA.Cms memberikan wasiat wajibah untuk ahli
waris yang nonmuslim. Majelis hakim mengambil makna tersirat dari Pasal
209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga mengikuti Yurisprudensi
Mahkamah Agung tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris
nonmuslim. Wasiat wajibah sejalan dengan prinsip-prinsip HAM karena
mengedepankan aspek kemanusiaan dengan memberikan hak bagian
kepada ahli waris nonmuslim tanpa harus menghilangkan asas dan
ketentuan dari hukum Islam. Dalam konteks wasiat wajibah, HAM
berfungsi untuk menjamin kehidupan dengan aman dan tercukupi secara
ekonomi, serta hak kebebasan dalam berkeyakinan (beragama). Wasiat
wajibah menjadi solusi dalam penyelesaian sengketa waris beda agama
dengan memberikan bagian waris atas sebagian harta peninggalan orang
tuanya.'® Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas
mengenai pengimplementasian wasiat wajibah untuk ahli waris nonmuslim.
Sedangkan perbedaannya penulis lebih membahas pengimplementasian
wasiat wajibah yang tidak diterapkan dalam putusan Pengadilan Agama

Banyumas Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms.

8 Mukhammad Khapni, “Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Non Muslim
Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia (Studi Analisis Putusan Nomor 990/Pdt.P/2022/PA.Cms)” (2023).
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Skripsi yang ditulis oleh Zatty Zahara dengan judul “Ahli Waris Beda
Agama Dalam Tinjauan Istihsan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor
721/K/Ag/2015)”. Tujuan ditulisnya skripsi tersebut adalah untuk
mengetahui apakah putusan yang ditetapkan hakim memiliki nilai
kemaslahatan dan keadilan. Skripsi tersebut merupakan jenis penelitian
normatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data berupa data
primer yaitu putusan dan data sekunder berupa buku-buku, jurnal hukum,
teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan
(library research), menggunakan analisis kualitatif-deduktif, penelitian ini
menggunakan studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015.
Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah pertama, Mahkamah Agung
membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan
menetapkan bahwa alm. Vicencius Papilaya sebagai ahli waris yang
beragama muslim, menetapkan Penggugat satu-satunya ahli waris
sedangkan Tergugat I dan Tergugat II diberikan secara wasiat wajibah oleh
Mahkamah Agung. Kedua, kemudian istihsan dalam melihat perkara ini
disebabkan adanya unsur kemaslahatan yang hendak dicapai, yaitu suatu
keadilan. Selain itu putusan ini memenuhi ukuran dari maqashid syariah.
Oleh karena itu ahli waris beda agama memperoleh wasiat wajibah
merupakan bentuk kasih sayang dan untuk menjaga hubungan baik antar

keluarga.’® Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas

19 Zatty Zahara, “Ahli Waris Beda Agama Dalam Tinjauan Istihasan (Studi Putusan
Mahkamah Agung Nomor 721/K/Ag/2015)” (2023).
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putusan hakim mengenai ahli waris beda agama. Sedangkan perbedaannya
adalah penulis lebih membahas akibat hukum dari putusan hakim dalam
memutus putusan Pengadilan =~ Agama Banyumas Nomor
301/Pdt.P/2022/PA.Bms.

Skripsi yang ditulis oleh Fatimah dengan judul “Implementasi
Kewarisan Keluarga Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi
Kasus Ds. Sukorejo Kec. Kebonsari Kab. Madiun). Tujuan ditulisnya skripsi
tersebut adalah untuk mengetahui status hukum pemberian waris terhadap
anak beda agama di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten
Madiun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan untuk mengetahui
analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari pelaksanaan hukum waris
keluarga beda agama di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten
Madiun. Skrispsi tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan jenis
penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis sosiologis.
Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Metode
analisis data yang digunakan adalah induktif. Kesimpulan dari skripsi
tersebut adalah pertama, dalam hal ini status hukum pemberian harta waris
terhadap anak beda agama di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari
Kabupaten Madiun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah tidak
sah. Hal ini berdasarkan dalam Pasal 171 huruf ¢ menjelaskan bahwa yang
disebut ahli waris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk
menjadi ahli waris. Kedua, pelaksanaan hukum waris keluarga beda agama

di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dibagikan
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secara rata bahkan lebih kepada ahli waris nonmuslim dengan alasan untuk
mencapai nilai kerukunan. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada
Pasal 183 pembagian secara rata ini boleh dilakukan oleh ahli waris Islam
dan asalkan dengan perjanjian perdamaian setelah para ahli waris masing-
masing menyadarinya. Namun, hal ini terkecuali untuk ahli waris beda
agama, karena dalam hal ini menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
perbedaan agama menjadi penghalang dalam menerima hak waris. Maka
untuk meminimalisir terjadinya konflik dan untuk menjamin kehidupan ahli
waris nonmuslim hakim mengeluarkan Yurisprudensi wasiat wajibah.?
Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai
wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan
perbedaannya adalah peneliti lebih membahas wasiat wajibah dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk ahli waris beda agama yang masih
samar atau belum jelas hukumnya.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka penelitian yang dilakukan
oleh penulis memiliki perbedaan dan pembaharuan dengan penelitian yang
ditulis dan diteliti oleh peneliti sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar

tidak terjadi plagiarism pada penelitian yang dilakukan oleh penulis.
F. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai suatu cara ilmiah

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan

20 Fatimah, “Implementasi Kewarisan Keluarga Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum
Islam (Studi Kasus Ds. Sukorejo Kec. Kebonsari Kab. Madiun)” (2023).
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menggunakan prosedur yang sistematis dan ilmiah. Metode penelitian
dalam skripsi ini yaitu metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah
satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman
tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah
Penelitian Pustaka (Library Research). Jenis penelitian ini
menggunakan sumber data yang didapat dari tulisan-tulisan atau
sumber lainnya dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder
untuk memecahkan masalah dengan dasar teori yang dikumpulkan.
Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum dari
sumber pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam menyusun
penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang menggunakan
bahan hukum dengan cara menelaah teori, asas, konsep-konsep hukum
dan peraturan perundang-undangan yang masih berkaitan dengan
kajian penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan asas-asas hukum
teori-teori yang berkaitan dengan putusan hakim. Sistematika dan
keselarasan unsur putusan dalam pertimbangan hukum akan menjadi
fokus kajian yang di selaraskan dengan peraturan dan ketentuan yang

berlaku mengenai wasiat wajibah.
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3. Sumber data
Dalam sebuah penelitian sudah semestinya terdapat sumber data
supaya penelitian tersebut memiliki keabsahan dan dapat
dipertanggungjawabkan. Sumber data yang penulis gunakan adalah
sumber data primer dan sekunder, yaitu:
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari
sumber-sumber pertama. Data primer pada penelitian ini adalah
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 dan
salinan ~ putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor
301/Pdt.P/2022/PA.Bms.
b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang
disajikan sebagai bahan pendukung bagi penulis dan penelitian,
yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku-buku dan sumber lain,
dan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Banyumas
yang berkaitan dengan pembahasan skripsi yang dimaksud oleh
penulis.
4. Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan
untuk memperoleh informasi data penelitian sesuai dengan lingkup

penelitian itu sendiri.
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a. Dokumentasi
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode
pengumpulan data pustaka berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI)
serta peraturan lainnya yang terkait dengan penelitian. Selain itu,
dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan literatur berupa
buku hukum, jurnal hukum dan literatur lainnya yang berkaitan
dengan masalah yang diteliti.
b. Wawancara
Wawancara yaitu metode yang dilakukan dengan cara
mendapatkan informasi secara langsung. Dalam metode ini penulis
mewawancarai 2 (dua) orang hakim Pengadilan Agama Banyumas
yaitu Ibu Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. dan Bapak Mustolich., S.H.L.,
M.H. sesuai dengan rumusan masalah yang sudah penulis susun
dan nantinya akan dihubungkan dengan data dokumen yang sudah
disiapkan.
5. Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode content analysis atau analisis isi. Content analysis merupakan
metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha
menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara sistematis dan
objektif. Dengan metode content analysis penulis akan menguraikan
dan menganalisis berbagai data yang bersumber dari sumber data

primer dan sekunder, berdasarkan putusan yang diteliti.
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G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dipahami, pembahasan dalam penelitian ini dibagi
menjadi beberapa BAB, yaitu:

BAB I, berupa pendahuluan yang disajikan sebagai acuan dasar pijakan
untuk membahas skripsi ini. Bab ini berisi latar belakang, definisi
operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian
pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II, dalam bab ini membahas tentang tinjauan umum yang memuat
teori dasar yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Adapun isi dari bab
ini yaitu tinjauan umum tentang kewarisan, tinjauan umum tentang wasiat
dan tinjauan umum tentang yurisprudensi.

BAB III, dalam bab ini membahas tentang tinjauan umum yang memuat
teori dasar yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Adapun isi dari bab
ini yaitu isi putusan nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms, ketentuan waris beda
agama dan teori hukum.

BAB 1V, dalam bab ini berisi tentang analisis implementasi
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 dan implikasi
yuridis atas Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor
301/Pdt.P/2022/PA.Bms.

BAB V, bab ini berisi penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan
dan saran-saran. Kesimpulan guna menjawab dari rumusan masalah yang
telah dibuat pada latar belakang masalah dan saran-saran yang berisikan

tentang masukan terhadap masalah dalam penelitian ini.



BAB II
TINJAUAN UMUM KEWARISAN, WASIAT DAN YURISPRUDENSI

A. Waris dan Hukum Kewarisan
1. Pengertian Waris

Istilah hukum waris dalam perdata barat disebut dengan Erfrecht.
Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa disebut
KUHPerdata menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang
mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia
meninggal terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang
lain.?

Menurut Kompilasi Hukum Islam hukum kewarisan adalah
hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta
peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak
menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.??

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala
sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan/atau kewajiban atas
harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli
warisnya.?

Pendapat atau definisi dari beberapa ahli hukum khususnya

hukum adat tentang pengertian hukum waris adat. Menurut Wirjono

2l Dwi Putra Jaya, Hukum Kewarisan Di Indonesia (Zara Abadi, 2020),
https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.2022, him. 1.

22 Sakinah, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, hlm. 89.

23 Gisca Nur Assyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia,” Al-Mashlahah:
Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam 08, no. 1 (2020), hlm. 70.

22
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Prodjodikoro warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai
hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang yang
waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.

Menurut Soepomo hukum waris itu memuat peraturan-peraturan
yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang
harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (/mmateriele
Goerderen) dari suatu angkatan manusia (Generatie) kepada
turunannya. Dan proses tersebut telah dimulai pada waktu orang tua
masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi accut/tiba-tiba atau
dipercepat oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang
meninggalnya orang tua (bapak dan ibu) adalah suatu peristiwa penting
bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara
radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan
benda.

Dapat disimpulkan bahwa definisi hukum adat di atas tentang
pewarisan adalah, semua perbuatan hukum tentang pemindahan semua
harta benda kekayaan seseorang/suatu kelompok orang (kaum, kerabat,
kampung) kepada keturunannya, wafatnya seseorang ataupun setelah
wafatnya keduanya merupakan kebulatan yang tidak dipisahkan satu
dengan yang lain.?

Sedangkan mengenai definisi waris secara umum yaitu hukum

yang mengatur tentang pemindahan hak/kewajiban seseorang waktu ia

24 Sigit Sapto Nugroho, Hukum Waris Adat Di Indonesia (Pustaka Iltizam, 2016), him. 21.
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meninggal dan beralih kepada seseorang yang masih hidup yang

dianggap sebagai ahli warisnya.

. Pengertian Ahli Waris

Kata ahli waris secara bahasa berarti keluarga tidak secara
otomatis ia dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang
meninggal dunia. Karena kedekatan hubungan keluarga juga dapat
mempengaruhi kedudukan dan hak-haknya untuk mendapatkan
warisan. Terkadang yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga
yang dekat tetapi tidak dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak
menerima warisan karena jalur yang dilaluinya perempuan.

Sedangkan ahli waris secara istilah adalah orang yang menerima
atau memiliki hak warisan dari tirkah (harta peninggalan) orang yang
meninggal dunia (pewaris). Untuk berhaknya dia menerima harta
warisan itu disyaratkan dia telah dan hidup saat terjadinya kematian
pewaris. Dalam hal ini termasuk pengertian ahli waris janin yang telah
hidup dalam kandungan, meskipun kepastian haknya baru ada setelah
ia lahir dalam keadaan hidup. Hal ini juga berlaku terhadap seseorang
yang belum pasti kematiannya. Tidak semua ahli waris mempunyai
kedudukan yang sama, melainkan mempunyai tingkatan yang berbeda-
beda secara tertib sesuai dengan hubungannya dengan si mayit.

Ahli waris adalah sekumpulan orang atau seorang atau individu

atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan
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si meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta

peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris).

a. Ahli Waris Menurut Hukum Islam

1)

2)

Ahli Waris Zawil Furid

Yang dimaksud dengan ahli waris Zawil Furig ialah ahli
waris yang mendapat bagian menurut ketentuan-ketentuan
yang telah diterangkan di dalam al-Qur’an dan Hadis. Yang
dimaksud tertentu adalah jumlah yang mereka terima, yaitu
bilangan 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Semua bilangan ini
disebut di dalam al-Qur’an untuk ahli waris tertentu.

Mereka yang termasuk ahli waris Zawil Furiid adalah ibu,
bapak, duda, janda, saudara laki-laki seibu, saudara
perempuan seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara
kandung, saudara perempuan sebapak, kakek dan nenek.

Ahli Waris Asabah

Ahli waris asabah adalah ahli waris yang tidak memperoleh
bagian tertentu, tetapi mereka berhak mendapatkan seluruh
harta jika tidak ada ahli waris Zawil furud, dan berhak
mendapatkan seluruh sisa harta peninggalan setelah dibagikan
kepada ahli waris Zawil furud, atau tidak menerima apa-apa
karena harta peninggalan sudah habis dibagikan kepada ahli
waris zawil furud. Ahli waris asabah dibagi menjadi tiga, yaitu

asabah binafsihi, asabah bilgairi dan asabah ma’al gairi.
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Asabah binafsihi adalah ahli waris asabah karena dirinya
sendiri, bukan karena bersama ahli waris lainnya seperti anak
laki-laki, bapak, kakek, cucu laki-laki dari anak laki-laki,
saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, paman
kandung, paman sebapak, anak laki-laki paman kandung dan
anak laki-laki paman sebapak.

Asabah bilgairi adalah ahli waris karena bersama ahli waris
lainnya. Dengan kata lain yang dimaksud asabah bilgairi
adalah seorang perempuan yang menjadi asabah karena
ditarik oleh orang laki-laki, seperti anak perempuan yang
mewarisi bersama anak laki-laki, cucu perempuan yang
mewarisi bersama cucu laki-laki dengan ketentuan semua cucu
tersebut lewat anak laki-laki, saudara perempuan kandung
yang mewarisi bersama dengan saudara laki-laki kandung dan
saudara perempuan sebapak yang mewarisi bersama dengan
saudara laki-laki sebapak.

Asabah ma’al gairi adalah saudara perempuan kandung
atau sebapak yang menjadi asabah karena mewarisi bersama
keturunan perempuan, seperti saudara perempuan kandung
yang mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu
perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sebapak
yang mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu

perempuan dari anak laki-laki.



27

3) Ahli Waris Zawil Arham
Zawil Arham adalah ahli waris yang mempunyai hubungan
darah dengan pewaris melalui anggota keluarga perempuan.
Yang termasuk ahli waris Zawil arham seperti cucu dari anak
perempuan, anak saudara perempuan, anak perempuan
saudara laki-laki, anak perempuan paman, paman seibu,
saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu.?
b. Ahli Waris Menurut Hukum Perdata
Menurut Undang-Undang yang berhak menjadi ahli waris
1alah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang
maupun yang di luar perkawinan, dan suami istri yang hidup
terlama. Bila keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup
terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik
negara, yang wajib melunasi hutang-hutang orang yang meninggal
tersebut, sejauh harta-harta peninggalan mencukupi untuk itu.?®
Keluarga sedarah menurut KUHPerdata disusun dalam
kelompok, yang disebut dengan “golongan ahli waris”. Golongan
tersebut terdiri dari golongan I sampai golongan IV, dihitung
menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan si pewaris, di mana

golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh.?’

%5 Wati Rahmi Ria and Muhamad Zulfikar, Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata
Barat Dan Kompilasi Hukum Islam, 2018, hlm. 148 - 150.

%6 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, hlm. 154.

27 Ria and Zulfikar, Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi
Hukum Islam, him. 22.
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Dalam KUHPerdata ada empat (4) golongan ahli waris:
1) Golongan I
Ahli waris yang juga termasuk anak-anak garis lurus ke
bawah, anak luar kawin, suami atau istri, anak yang diakui sah,
anak angkat yang diangkat karena penetapan pengadilan dan
disahkan sebagai anak sah.
2) Golongan II
Ahli waris meliputi ayah dan ibu yang mengikuti keturunan
garis lurus ke atas serta saudara laki-laki dan perempuan.
3) Golongan III
Ahli waris meliputi nenek dan kakek keturunan garis lurus
ke atas.
4) Golongan IV
Ahli waris meliputi saudara dari kedua orangtua pewaris
atau golongan III dan golongan V.8
c. Ahli Waris Menurut Hukum Adat
1) Ahli Waris Patrilinial
Pada asasnya dalam susunan masyarakat yang
mempertahankan garis keturunan pria (patrilinial), yang
berhak menjadi ahli waris adalah anak laki-laki, sedangkan

anak perempuan ideologisnya bukan ahli waris.

28 Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, and Claressia Sirikiet Wibisono,
“Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata,” Jurnal Hukum, Politik Dan llmu Sosial (JHPIS) 1,
no. 3 (2022): 204—14, https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921, him. 9.
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Bahwa dalam hukum waris adat berdasarkan sistem
kekerabatan unilateral khususnya patrilinial anak perempuan
bukan ahli waris yang utama. Kemungkinan bagi perempuan
menjadi ahli waris kecil sekali, kecuali dikarenakan ia sebagai
janda dari pewaris dengan menggunakan hak pakainya atas
harta peninggalan suaminya. Atau dia sebagai anak wanita
yang diberi kedudukan sebagai anak laki-laki (pengganti)
dengan melakukan perkawinan ambil pria, yaitu melakukan
perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak laki-laki, di
mana pihak laki-laki yang meminang sekaligus menikahi
perempuan tanpa pembayaran jujur dan pihak laki-laki ini
masuk ke dalam c/an atau kerabat pihak perempuan dan laki-
laki ini jadi menantu sekaligus anak angkat dari mertuanya dari
kerabat pihak perempuan.

Golongan ahli waris dalam masyarakat kekerabatan
patrilinial sebagai berikut:

a) Anak laki-laki sulung.
b) Anak laki-laki bungsu.
¢) Anak perempuan.

d) Anak tidak sah.

e) Anak angkat.

f) Janda.

g) Bapak, paman dan saudara.
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2) Ahli Waris Matrilinial

Pada dasarnya dalam susunan masyarakat matrilinial yang
berhak menjadi ahli waris adalah anak perempuan, sedangkan
anak laki-laki ideologisnya bukan ahli waris. Kedudukan anak
perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat matrilinial
berbeda dari kedudukan anak laki-laki dalam masyarakat
patrilinial. Dalam masyarakat patrilinial, kedudukan anak
laki-laki adalah berdasarkan tata hukum bapak, yang berarti
segala sesuatunya dikuasai oleh kebapakan.

Dalam masyarakat matrilinial, kedudukan perempuan
sebagai ahli waris bersifat segala sesuatunya dikuasai oleh
kelompok keibuan. Jadi bukan semata-mata para ahli waris
perempuan yang menguasai dan mengatur harta peninggalan,
melainkan didampingi juga oleh saudara-saudara ibu yang
laki-laki.

Golongan ahli waris masyarakat matrilinial adalah sebagai
berikut:

a) Anak perempuan.

b) Anak laki-laki.

c) Anak tidak sah.

d) Anak angkat, anak tiri, anak akuan.

e) Ahli waris janda/duda.
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3) Ahli Waris Parental/Bilateral
Dalam masyarakat yang bersifat keorangtuaan (parental)
atau yang menarik garis keturunan dari dua sisi yaitu dari
pihak ayah dan ibu (bilateral), tidak membedakan kedudukan
anak laki-laki maupun anak perempuan sebagai ahli waris.
Golongan ahli waris masyarakat parental berturut-turut
adalah sebagai berikut:
a) Anak laki-laki dan perempuan.
b) Anak tidak sah.
c) Anak angkat.

d) Janda/duda.?®
3. Hukum Kewarisan dalam Fikih
a. Definisi Ilmu Faraid

Secara etimologi lafaz faraid adalah bentuk jamak dari
faridah (sesuatu yang diwajibkan), diambil dari kata al-fardu
(kewajiban) yang memiliki makna etimologi dan terminologi.
Secara etimologi kata a/-fardu memiliki beberapa arti di antaranya
adalah al-wajibu (wajib), al-muqgaddaru (diperkirakan), al-hazzu
(pembatasan), al-tagduru (ketentuan), al-qat’u
(ketetapan/kepastian),  al-inzalu  (menurunkan), at-tabyinu

(penjelasan), al-Nasibu al-muqaddaru al-mafrudu (bagian yang

29 Nugroho, Hukum Waris Adat Di Indonesia, hlm. 72 - 90.
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ditentukan). Dan dinamakan al-fardu sebagai fardan karena ada
karakteristik dari ilmu tersebut yang langsung ditetapkan oleh
Allah SWT.

Sedangkan secara terminologi, ilmu faraid atau ilmu
mawaris yaitu ilmu yang diambil dari al-Qur’an, sunnah, ijma’
ulama dan ijtihad ulama, untuk mengetahui ahli waris yang dapat
mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi, dan mengetahui kadar

bagian setiap ahli waris serta tata cara pembagiannya.>°
b. Unsur-Unsur dan Syarat Kewarisan

Unsur-unsur kewarisan sering dikenal dengan “rukun”,
artinya bagian-bagian yang karena keberadaannya pembagian harta
waris bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Masing-masing unsur
juga harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan sesuai
dengan hukum Islam. Unsur-unsur yang dimaksud adalah:!

1) Pewaris (al-muwarris)
Yaitu orang yang meninggal dunia baik secara hakiki
(sebenarnya), hukmi (suatu kematian yang dinyatakan oleh

keputusan hakim)® dan taqdiri (menurut dugaan).

30 Muhibbussabry, Fikih Mawaris (CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), him. 2.
31 Maimun Nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam (Pustaka Radja, 2016), hlm. 92.
32 Muhibbussabry, Fikih Mawaris, hlm. 11.
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2) Ahli Waris (al-waris)
Yaitu seseorang yang mempunyai hubungan kekerabatan,
hubungan perkawinan dan hubungan wala’.
3) Harta Waris (al-maurus)
Yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang
secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.
4) Penghalang Saling Mewarisi
Sesuatu yang menyebabkan seseorang kehilangan haknya.
Penghalang kewarisan yang disepakati ulama fikih ada 3
macam, yaitu:
a) Perbudakan.
b) Pembunuhan.
c) Perbedaan Agama.

Syarat waris adalah sesuatu yang karena ketiadaannya maka
tidak akan ada proses pembagian warisan. Adapun syarat-syarat
untuk mewarisi ada 3 yaitu:

1) Meninggalnya pewaris, baik secara hakiki, hukmi dan taqdiri.

2) Hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia, baik
secara hakiki atau hukmi.

3) Mengetahui sebab menerima warisan atau mengetahui
hubungan antara pewaris dan ahli warisnya atau mengetahui

seluk beluk pembagian harta warisan. Apakah menjadi ahli
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waris karena hubungan pernikahan, hubungan darah atau

wala’.®

¢. Macam-Macam Ahli Waris

1) Ahli Waris Berdasarkan Hubungan Kekerabatan
a) Ahli Waris Nasabiyah
Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang
menerima warisan karena mereka memiliki hubungan
darah dengan si mati, yaitu hubungan nasab atau
keturunan.
b) Ahli Waris Sababiyah
Ahli waris sababiyah adalah para ahli waris yang
kewarisannya didapat karena ada sebab-sebab tertentu
sesuai dengan ketentuan syari’at. Diketahui bahwa salah
satu yang menyebabkan seseorang saling mewarisi adalah
karena adanya perkawinan yang sah dan adanya hubungan
> 34

wala’.
2) Ahli Waris Berdasarkan Kadar Perolehan Harta
a) Ahli Waris Penerima Bagian Tertentu (Zawil Furiid)
A oS Lo s all el u W el

“Bagikanlah harta warisan di antara ahli waris
menurut Kitabullah.”%

33 Muhibbussabry, hlm. 12.

% Nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam, hlm. 119 - 122,

% Ibnu Hajar Al Asqalani, “Fathul Baari Syarah Sahih Muslim Al Bukhari,” in 32, Terj.
Amir Hamzah (Pustaka Azzam, 2009), him. 523.
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Ahli waris kelompok Zawil furud adalah ahli waris

yang berhak mendapat bagian-bagian yang

sudah

ditentukan (al-furud al-mugaddarah). Bagian-bagian

yang sudah ditentukan ada 6 macam, yaitu:

(1) 12
@) 173
3) 1/4
4) 1/6
(5) 1/8

(6) 2/3

Para ahli waris zawil furud adalah:

(1) Suami

(2) Istri

(3) Anak perempuan

(4) Ayah

(5) Ibu

(6) Cucu perempuan dari anak laki-laki
(7) Kakek

(8) Nenek

(9) Saudara perempuan sekandung
(10)Saudara perempuan seayah

(11)Saudara seibu
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b) Ahli Waris Penerima Bagian Sisa (4sabah)

3 d Y s g L Lelals

“Berilah bagian warisan kepada yang berhak.
Apapun sisanya, maka ia milik laki-laki yang paling
dekat.” (HR. Bukhari Muslim).*

Ahli waris asabah adalah ahli waris yang berhak
menerima sisa (asabah) harta setelah dibagikan kepada
ahli waris Zawil furud. Urutan pembagiannya adalah
setelah harta dibagi kepada ahli waris Zawil furud dan
masih ada sisa harta, maka sisa harta tersebut merupakan
hak ahli waris penerima sisa.®’ Sebagai penerima bagian
sisa, ahli waris asabah terkadang menerima bagian
banyak terkadang menerima bagian sedikit, tetapi bisa
juga tidak menerima bagian sama sekali karena harta telah
habis dibagi ahli waris Zawil furid.>® Asabah dibagi
menjadi 3 macam, yaitu:

(1) Asabah bi an-nafsi
Asabah bi an-nafsi adalah ahli waris yang
mendapatkan bagian sisa karena dirinya sendiri dan
kedudukannya memang asli sebagai penerima sisa.

Ahli waris penerima asabah bi an-nafsi adalah:

(a) Anak laki-laki

% Imam Nawawi, “Sahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi (Syarah Sahih Muslim),” in /1,
Terj. Misbah (Pustaka Azzam, 2011), him. 132.

37 Nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam, hlm. 129 - 130.

38 Nofiardi, Hukum Kewarisan Islam Antara Teori & Praktek, 2023, hlm. 54.
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(b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
(c) Ayah
(d) Kakek
(e) Saudara laki-laki sekandung
(f) Saudara laki-laki seayah
(g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
(h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
(1) Paman sekandung
(j) Paman seayah
(k) Anak laki-laki dari paman sekandung
(I) Anak laki-laki dari paman seayah
(2) Asabah bil gair
Asabah bil gair adalah para ahli waris perempuan
yang berhak menerima bagian tertentu yang
disebabkan bersama dengan ahli waris yang sederajat
dari kalangan laki-laki.
Ahli waris penerima asabah bil gair adalah:
(a) Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki
(b) Cucu perempuan dari anak laki-laki bersama
cucu laki-laki dari anak laki-laki
(c) Saudara perempuan sekandung bersama saudara

laki-laki sekandung



38

(d) Saudara perempuan seayah bersama saudara
laki-laki seayah
(3) Asabah ma’al gair
Asabah ma’al gair adalah penerima bagian sisa
yang disebabkan ahli waris lain yang bukan penerima
bagian sisa. Artinya ahli waris yang menyebabkan
mereka menerima sisa tetap menerima bagian al-
furud.
Ahli waris penerima asabah ma’al gair adalah:
(a) Saudara perempuan sekandung bersama anak
perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-
laki
(b) Saudara perempuan seayah bersama anak
perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-
laki
¢) Ahli Waris Zawil Arham
Ahli waris zawil arham menurut istilah para ulama
adalah para ahli waris kerabat yang tidak termasuk daftar
ahli waris Zzawil furiid dan juga asabah.®®
NAP ﬁg:,gjt 505l el Gy Njijb A3 :SJ\
NGRS ICH RSP (ROC S NEHN PSS
s IO o 08 By 2y ) gl

39 Nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam, hlm. 125 - 139.
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“Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin
dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah
ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan
darah satu sama lain lebih berhak (saling mewarisi) di
dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan
orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak
berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama).
Demikian itu telah tertulis dalam kitab (Allah).” (QS. Al-
Ahzab ayat 6).°

Ayat di atas adalah dalil warisan Zawil arham, yaitu
seluruh kerabat pewaris yang baru bisa mendapat warisan
jika pewaris tidak meninggalkan zawil furud dan
asabah.**

Dari kalangan sabahat seperti Zaid ibn Tsabit, Ibn
Abbas dari golongan tabiin seperti Said ibn Musayyab,
dari imam mazhab seperti Imam Malik dan Imam Syafi’i
berpendapat bahwa zawil arham tidak termasuk ahli
waris. Apabila seseorang meninggal dunia tidak ada ahli
waris zawil furud dan asabah, maka harta warisnya
menjadi hak baitul mal.

Yang berpendapat bahwa zZawil arham termasuk
kelompok ahli waris adalah Umar ibn Khattab, Ali ibn
Mas’ud serta Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, apabila

ahli waris Zawil furud dan asabah tidak ada sama sekali,

maka zawil arham berhak mewarisinya.*?

40 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an Terjemahan, 2007, hlm. 657.
41 Muhibbussabry, Fikih Mawaris, hlm. 7.
42 Nofiardi, Hukum Kewarisan Islam Antara Teori & Praktek, hlm. 58.



40

d. Sebab dan Penghalang Kewarisan

1) Sebab-sebab Menerima Waris
a) Kekerabatan

Sesuai dengan firman Allah SWT:

- 2 o "l/
Vg.w J»Jjb Vg:u \jv\.bb-j Léj .)uu o ‘jM\ ”.:U\j

ke Jﬁ;w 5 m\wfduwéj\ Y Lé-j‘}!\ \Jjj'g

“Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah,
dan berjihad bersamamu, maka mereka itu termasuk
(golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai
hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi
sebagian yang lain menurut kitab Allah. Sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Anfal
ayat 75).%

Hubungan kekerabatan atau nasab terjadi karena

adanya hubungan keturunan yang sah antara dua orang,
baik keduanya berada dalam satu titik hubungan (satu
jalur) seperti ayah ke atas, atau anak ke bawah, maupun
pada jalur yang memunculkan orang ketiga yaitu saudara-
saudara.*

b) Pernikahan

Allah SWTberfirman:

A6 L T b K 35 b e 1K
5035 3 s § ot g a0 be 055 & 1 56 1
#@“M\;@bﬂ;;ﬁomg R Rt

2zl 2

35 V\jswu;;j};jotf%gg;s 5 O3t g ax 55

\/;

41.

43 Indonesia, al-Qur’an Terjemahan, hlm. 266.
4 Hikmatullah, Figh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam, A-Empat, Zulaikha, 2021, him.
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“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak
mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu
mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta
yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang
mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi
mereka (para istri) seperempat harta yang kamu
tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu
mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan
dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat
yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-
utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun
perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah
dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki
(seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi
masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam
harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu)
lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian
yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang
dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan
tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan
Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”
(QS. An-Nisa ayat 12).°

Pernikahan menggunakan akad yang sah merupakan

jv\x_’ww\d;\f“

sebab untuk saling mewarisi antara suami dan istri,
meskipun keduanya belum sempat melakukan hubungan
badan dan berkhalwat (tinggal berdua).*®
c) Wala’

Rasulullah SAW bersabda:

e ok YSIL)

 Indonesia, al-Qur’an Terjemahan, him 113.
46 Muhibbussabry, Fikih Mawaris, hlm. 13.
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“Sesungguhnya hak wala’ itu milik orang yang
memerdekakan.”*’
Hubungan wala’ atau memerdekakan budak adalah

hubungan antara dua orang yang menjadikan keduanya
seakan menjadi sedarah sedaging.*®
2) Penghalang Waris

a) Perbudakan

B}, e 86 G55 549 0% Lo Sk ¥ S5le 13 g 1 L
W EST o & d D e s B W B 538 s
Ogaln, ¥

“Allah membuat perumpamaan seorang hamba
sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya
berbuat sesuatu, dengan seorang yang kami anugerahi
rezeki yang baik dari kami. Lalu, dia menginfakkan
sebagaian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan
secara terang-terangan. Apakah mereka itu sama? Segala
puji  bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada

mengetahui.” (QS. An-Nahl ayat 75).4°
Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris,

karena dipandang tidak cakap dalam mengurusi harta dan
telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya.
b) Pembunuhan
55 HSAN el Bl e el Wi 3 Was
RO YU ERIERE - JU I N PRCI N KWW

“Qutaibah menceritakan kepada kami, Al-Laits
menceritakan kepada kami, dari Ishaq bin Abdullah. Dari
Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu
Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Seorang

47 Tmam Nawawi, “Sahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi (Syarah Sahih Muslim),” Terj.
Ahmad Khatib (Pustaka Azzam, 2011), hlm. 408.

48 Hikmatullah, F: igh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam, hlm. 41 - 42.

4 Indonesia, AI-Qur’an Terjemahan, him. 405,
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pembunuh tidak mewarisi (harta orang yang dibunuh).”
(HR. Ibnu Majah).*

Menurut jumhur ulama bahwa pembunuhan yang
dilakukan oleh ahli  waris terhadap pewaris,
mengakibatkan hapusnya hak waris atas dirinya. Begitu
juga dengan penganiayaan yang mengakibatkan
terbunuhnya seseorang dengan cara zalim. Pembunuhan
yang merupakan penghalang ini meliputi pembunuhan
sengaja, semi sengaja, keliru atau yang digolongkan
kepada keliru.

¢) Berlainan Agama
SUANLCI PRgt LN B IRCT |

“Tidaklah seorang muslim mewarisi (harta pusaka)
seorang kafir, dan tidak (pula) seorang kafir mewarisi
(harta pusaka) seorang muslim.” (HR. Bukhari dan
Muslim).>!

Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah,
berlainan agama orang yang menjadi pewaris dengan

orang yang menjadi ahli waris.>?

e. ‘Aul dan Rad

1) ’Aul
Secara harfiah ‘aul artinya bertambah atau meningkat.>

Sedangkan ‘aul secara terminologi adalah bertambahnya

50 Muhammad Nasiruddin Al-Albani, “Sahih Sunan At-Tirmidzi (Sahih Sunan Tirmidzi),”
in 2, Terj. Fachrurazi (Pustaka Azzam, 2011), hlm. 635. '

51 Al-Albani, him. 633.

52 Hikmatullah, F: igh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam, hlm. 47.

53 Hikmatullah, hlm. 91.
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saham (bagian) masalah dari aslinya, yang menjadikan
berkurangnya bagian yang akan diterima oleh ahli waris.
Dikatakan ‘au/ karena dalam praktek pembagian warisan,
angka asal masalah yang dihasilkan lebih besar daripada angka
masalah asalnya. Karena jika dibagikan sesuai ketentuan
aslinya maka akan terjadi kekurangan harta waris.
2) Rad

Rad secara etimologi memiliki beberapa makna, di
antaranya: al-sarfu (pertukaran), al-irja 'u (pengembalian), al-
i’adah (penambahan), al-rafdu (penolakan) dan al-man’u
(pencegahan). Sedangkan rad secara terminologi adalah
kebalikan dari ‘aul, yaitu berkurangnya jumlah saham (bagian)
ahli waris dan bertambahnya asal masalah waris. Atau rad
adalah mengembalikan apa yang tersisa dari bagian tetap
kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka

apabila tidak ada asabah.>
4. Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam
a. Definisi Kewarisan

Hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 171 huruf a adalah hukum

yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta

5% Muhibbussabry, Fikih Mawaris, hlm. 46.
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peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak

menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.>

b. Unsur-Unsur dan Syarat Kewarisan

1) Unsur-Unsur Kewarisan

Hukum kewarisan baru terjadi apabila memenuhi beberapa

unsur yang harus dipenuhi, yakni:*®

a)

b)

Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya
atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan
Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan
harta peninggalan.
Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal
dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan
perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak
terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
Harta Peninggalan

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan
oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi

miliknya maupun hak-haknya.®’

% Sakinah, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, hlm. 89.
56 Jaya, Hukum Kewarisan Di Indonesia, hlm. 16.
57 Sakinah, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, hlm. 89.
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2) Syarat Kewarisan

a)

b)

Meninggal Dunianya Pewaris

Yang dimaksud meninggal dunia di sini ialah baik
meninggal dunia hakiki (sejati), meninggal dunia hukmi
(menurut putusan hakim) dan meninggal dunia taqdiri
(menurut dugaan). Tanpa ada kepastian bahwa ahli waris
meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagikan kepada
ahli waris.
Hidup Ahli Waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris
meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk
menguasasi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.
Perpindahan harta tersebut diperoleh melalui jalan
kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal
dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.
Mengetahui Status Kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang
meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara
keduanya. Misalnya, hubungan suami-istri, hubungan
orangtua-anak dan hubungan saudara baik sekandung,

sebapak maupun seibu.*®

% Ria and Zulfikar, Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi

Hukum Islam, him. 144.
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¢. Macam-Macam Ahli Waris

Pembagian ahli waris yang terdiri dari beberapa
pengelompokkan, yaitu:
1) Menurut Hubungan Darah
Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara
laki-laki, paman dan kakek. Sedangkan dari golongan
perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara
perempuan dan nenek.
2) Menurut Hubungan Perkawinan

Terdiri dari duda dan janda.*
d. Sebab dan Penghalang Kewarisan

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan
hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum
karena:

1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau
menganiaya berat para pewaris;

2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan
bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam
dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih

berat.®°

%9 Sakinah, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, hlm. 91 - 92.
80 Sakinah, him. 91.
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B. Wasiat
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‘Aul dan Rad
‘Aul dan Rad menurut KHI:
1) ‘Aul

2)

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli
warisnya Zawil furiid menunjukkan bahwa angka pembilang
lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut
dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah
itu harta warisnya dibagi secara ‘au/ menurut jumlah saham
yang baru.

Rad

Apabila dalam pemberian harta warisan di antara para ahli
waris Zawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih
kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris
asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan
secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris

sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.%!

1. Pengertian Wasiat

Secara etimologi wasiat berarti menjadikan, menaruh kasih

sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu

lainnya. Secara terminologi wasiat adalah pemberian kepemilikan yang

61 Sakinah, him. 99.
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dilakukan seseorang untuk orang lain, sehingga ia berhak memilikinya
ketika si pemberi meninggal dunia.

Pengertian wasiat dalam Hukum Perdata (BW) Pasal 875 Surat
wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang
tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang
dapat dicabut kembali olehnya.®?

Para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah
pemilikan yang didasarkan kepada orang yang menyatakan wasiat
meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan.
Menurut Al-Jaziri di kalangan mazhab Syafi’i, Hambali dan Maliki
memberi definisi wasiat yaitu transaksi untuk menjadikan seseorang
yang memperoleh wasiat dapat memperoleh 1/3 dari harta waris
pewaris yang menyebutkan adanya wasiat setelah kepergiannya.
Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa wasiat merupakan perbuatan
seorang yang menyerahkan hak pribadinya kepada orang lain untuk
memperoleh suatu kebendaan ataupun manfaat dengan suka rela yang
pelaksanaannya dilakukan tanpa imbalan dan dikeluarkan pada saat
meninggal dunianya orang menyebutkan wasiat.%®

Menurut KHI Pasal 171 huruf f wasiat adalah pemberian suatu
benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku

setelah pewaris meninggal dunia.®*

82 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, hlm. 162.

83 Nada Putri Rohana, “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum DI Indonesia,”
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi 7, no. 1 (2021), hlm. 141 - 142.

84 Sakinah, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, hlm. 90.
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Dapat penulis simpulkan mengenai definisi wasiat yaitu
penyerahan hak kepemilikan yang diserahkan oleh seseorang ketika ia
telah meninggal dunia dengan maksimal harta yang diberikan adalah
1/3 hartanya.

Wasiat wajibah adalah kata majemuk yang terdiri dari dua kata,
yaitu wasiat dan wajibah. Kata wasiat berasal dari bahasa arab dapat
berarti membuat wasiat atau berwasiat, dan terkadang digunakan untuk
sesuatu yang diwasiatkan. Kata wajibah berasal dari kata wajib yang
telah mendapat imbuhan ta 'nis. Menurut Abdul Wahab Khalaf, wajib
adalah suatu perbuatan mukallaf yang diperintahkan syariat dengan
perintah wajib, dengan ketentuan perintah itu harus dilakukan sesuai
dengan petunjuk kewajiban melakukannya.®®

Dalam perspektif fikih wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang
di peruntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh
bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu
halangan syara’.%®
Menurut Anshoruddin, wasiat wajibah adalah tindakan yang

dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara yang

memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah

8 Rohana, “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum di Indonesia.”, him. 142

% Maman Suparman, “Pergeseran Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Dengan
Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Istri Yang Non Muslim Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung
Nomor 16k/Ag/2010,” Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD) 1, no. 2 (2023),
https://doi.org/10.61234/ahd.v1i2.39, hlm. 80.
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meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan
tertentu.

Bismar Siregar mengungkapkan bahwa wasiat wajibah adalah
suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang
tidak memperoleh bagian harta warisan karena adanya suatu halangan
syara.

Suparman Usman mengatakan bahwa wasiat wajibah adalah
wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung
kepada kemauan atau kehendak pewaris.®’

Jadi, dari definisi mengenai wasiat wajibah di atas dapat penulis
simpulkan bahwa wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diberikan
kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta
waris karena terhalang oleh suatu hal.

Apabila mengacu dari ketentuan tentang wasiat wajibah yang
diatur dalam KHI, seharusnya pemberian wasiat wajibah hanya
diperuntukkan bagi anak angkat dan orangtua angkat saja. Namun,
ketentuan teoritis dalam KHI ternyata tidak sepenuhnya dilakukan
dalam praktik, ada beberapa ketentuan yang bersifat tentatif dalam
implementasinya. Ketentuan tentatif tersebut salah satunya terdapat
pada pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama.

Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama, murni

merupakan hasil ijtihad para hakim di Pengadilan dalam hal usaha

87 Suparman, him. 84.
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untuk menemukan hukum guna mencapai kepastian dalam suatu
permasalahan yang belum diatur di dalam peraturan perundang-
undangan atau produk hukum lainnya. Dikarenakan apabila melihat
pada Pasal 209 KHI memang pengaturan mengenai wasiat wajibah
sangat tidak lengkap. Tidak diaturnya larangan untuk memberikan
wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama secara eksplisit kemudian
sering digunakan sebagai celah hukum bagi hakim untuk
menginterpretasikan aturan hukum di luar hal yang sudah ada guna
memberikan bagian dari harta waris kepada ahli waris yang terhalang

mewaris akibat perbedaan agama berdasarkan rasa keadilan.%®
2. Syarat Diberikannya Wasiat Wajibah

Jika seorang pewaris tidak berwasiat untuk keturunan dari anak
yang telah meninggal sebelum pewaris, atau meninggal bersama-sama
dengan dia, sebesar bagian yang harus diterima anak itu dari warisan,
maka keturunannya tersebut akan menerima bagian itu melalui wasiat
wajibah dalam batas harta dengan syarat:

a. Keturunan tersebut tidak mewarisi
b. Orang yang meninggal belum pernah memberikan harta dengan

cara-cara yang lain sebesar bagiannya itu. Sekiranya pernah diberi

68 Khansa Tsabita, “Gagasan Pengaturan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama
Dalam Kompilasi Hukum Islam,” Journal of Law, Society, and Islamic Civilization 5, no. 2 (2021),
https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jolsic.v5i2.50562, hlm. 25 - 26.
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tetapi kurang dari bagian yang seharusnya dia terima, maka

kekurangannya dianggap sebagai wasiat wajibah.%®
3. Hal-hal yang Membatalkan Wasiat

Dalam KHI Pasal 197 wasiat menjadi batal apabila calon
penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dihukum karena:

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau
menganiaya berat kepada pewasiat;

b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan
bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam
hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat
untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk
kepentingan calon penerima wasiat;

d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan
surat wasiat dan pewasiat.’

Wasiat itu menjadi batal apabila orang yang ditunjuk menerima
wasiat itu:

a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal

dunia sebelum meninggalnya si pewasiat;

89 Tsabita, hlm. 23.
70 Sakinah, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, hlm. 101 - 102.
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b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi ia menolak untuk
menerimanya;

c. Mengetahui adanya wasiat itu tetapi tidak pernah mengatakan
menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum

meninggalnya pewasiat.”
C. Yurisprudensi
1. Pengertian Yurisprudensi

Kata “Yurisprudensi” berasal dari bahasa latin *“Yurisprudentia”,
artinya pengetahuan hukum (rechtsgeleerdheid). Menurut bahasa
Perancis, disebut dengan istilah yuriprudentie, artinya peradilan tetap
bukan peradilan.”?

Yurisprudensi merupakan keputusan hakim terdahulu yang
dijadikan dasar hukum dan diikuti oleh hakim dalam memutus perkara
yang sama. Makna kata yurisprudensi dalam Black's law dictionary
diartikan sebagai pengetahuan hukum, yang memiliki fungsi
memastikan prinsip-prinsip aturan dasar yang legal, bukan hanya
sebagai klasifikasi aturan-aturan yang berdiri sendiri tapi memiliki
hubungan hukum dan memberlakukan prinsip-prinsip hukum dalam

menyelesaikan kasus baru.

"l Zainal Arifin Haji Munir, Kewarisan Dan Problematikanya Di Indonesia, 2023,
www.dialektika.or.id, hlm. 116.

2 Praise Juinta W.S. Siregar, “Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law
Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum,” Jurnal Program Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2, no. 2 (2022), him. 1031.
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Menurut Topo Santoso, yurisprudensi berbeda dengan Undang-
Undang karena yurisprudensi mengandung norma khusus yang bersifat
individual untuk kasus tertentu, sedangkan Undang-Undang bersifat
umum.”

J.C.T. Simorangkir memaknai yurisprudensi sebagai putusan-
putusan pengadilan yang sudah ada jurisprudentie yang tetap sehingga
akan selalu diikuti oleh hakim-hakim ketika memberikan putusan
dalam perkara yang sama, oleh karena itu dapat dianggap sebagai
sumber hukum.

Ridwan Halim menyebutkan bahwa yurisprudensi adalah putusan
hakim terhadap perkara yang belum ada peraturannya dalam Undang-
Undang, oleh karena itu memerlukan penafsiran hukum yang kemudian
dapat dijadikan pedoman bagi hakim-hakim lainnya dalam mengadili
perkara yang sama.

Soebekti dan Tjitrosoedibio berpendapat bahwa yurisprudensi
memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Undang-Undang, karena
putusan-putusannya telah berkekuatan hukum tetap serta dibenarkan
oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi.

Mahkamah Agung sendiri memberikan pengertian mengenai
yurisprudensi, bahwa merupakan putusan Majelis Hakim Agung di

Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum tetap serta berisi

3 Aidil Firmansyah et al., “Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurispudensi,”
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 1, no. 2 (2024), hlm. 136.
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kaidah-kaidah hukum yang diberlakukan ketika memeriksa dan
memutus perkara, dan beberapa kali dijadikan sebagai sumber hukum
serta menjadi acuan hakim.’

Jadi dapat penulis simpulkan mengenai definisi yurisprudensi
yaitu putusan hakim yang dijadikan sebagai acuan hukum untuk

mengadili perkara yang sama.
2. Syarat Yurisprudensi

Prof. Subekti menunjukkan bahwa tidak semua putusan
pengadilan dapat dinyatakan sebagai yurisprudensi, karena ada
beberapa persyaratan suatu putusan hakim dapat dinyatakan sebagai
yurisprudensi, sebagaimana hasil penelitian Badan Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN) Tahun 1995, yaitu:"

a. Keputusan atas suatu peristiwa hukum yang pengaturan
perundang-undangannya belum jelas;

b. Keputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

c. Telah digunakan sebagai dasar untuk memutuskan kasus yang
sama berulang kali;

d. Keputusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan; dan

e. Mahkamah Agung telah membenarkan keputusan tersebut.”®

"% Ningsih, “Yurisprudensi Mahkamah Agung Analisis Pertimbangan Hakim Dalam
Penerapan Wasiat Wajibah.”, hlm. 81.

S Pratiwi Ayu Sri Daulat, “Kedudukan Yurisprudensi Dalam Sistem Peradilan Pidana,”
MAGISTRA Law Review 3, no. 01 (2022), https://doi.org/10.35973/malrev.v3i1.2806, hlm. 45.

8 Holili, Yunus, and Winarto, “Kedudukan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Di
Indonesia Sebagai Penganut Sistem Civil Law.”, hlm. 3720.
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Secara konseptual, berdasarkan pada hasil penelitian BPHN di

atas, maka persyaratan suatu putusan hakim untuk dapat dijadikan

sebagai

yurisprudensi, apabila memenuhi persyaratan materiil

(substantif) dan formil (implementatif), yaitu:

a. Persyaratan Materiil

1)

2)

3)

4)

Adanya Kekosongan Hukum

Putusan hakim atas suatu peristiwa hukum yang tidak ada
pengaturannya dalam  peraturan perundang-undangan,
sehingga putusan tersebut dijadikan sebagai sumber hukum.
Putusan Sudah Final

Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sampai
tidak adanya upaya hukum luar biasa dalam Mahkamah
Agung.

Pengaturan Metode Restorative Justice

Putusan hakim mengandung nilai-nilai kepastian hukum,
keadilan dan kemanfaatan untuk memulihkan keadaan yang
rusak akibat terjadinya peristiwa hukum.

Dihasilkan oleh Peradilan clean and clear; dan

Putusan hakim yang dihasilkan dalam peradilan yang merdeka

dan tidak memihak.
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5) Diterbitkan Secara Resmi oleh Mahkamah Agung
Putusan hakim yang terinventarisasi dan terdokumentasi
dalam suatu himpunan putusan hakim yang diterbitkan oleh
Mahkamah Agung.
b. Persyaratan Formil
Penggunaan yurisprudensi karena kekosongan hukum, bukan
karena pilihan hukum dan bukan karena eksepsional. Yurisprudensi
merupakan putusan hakim yang diikuti hakim lain dalam perkara
serupa, yang kemudian putusan hakim itu menjadi tetap sehingga

menjadi sumber hukum.””
3. Fungsi dan Manfaat Yurisprudensi

a. Fungsi Yurisprudensi

1) Untuk menjaga konsistensi pandangan hukum, melalui
putusan yang serupa dalam kasus yang mirip, menciptakan
standar hukum yang konsisten, yang tidak diatur oleh Undang-
Undang;

2) Standar hukum yang konsisten memperkuat kepastian hukum
di masyarakat;

3) Kepastian hukum dan konsistensi standar hukum
memungkinkan  prediktabilitas  putusan  hakim dan

transparansi;

" Daulat, “Kedudukan Yurisprudensi Dalam Sistem Peradilan Pidana.”, hlm. 45 — 46.
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4) Standar hukum mencegah disparitas putusan hakim dalam
kasus yang sama, mengurangi risiko perbedaan yang
signifikan antara putusan hakim, tetapi memungkinkan variasi
kasuistik;

5) Yurisprudensi adalah ekspresi dari penemuan hukum.

b. Manfaat Yurisprudensi

1) Sebagai panduan bagi hakim dalam menangani perkara

serupa;

2) Membantu dalam pembentukan hukum tertulis;"®
4. Kedudukan Yurisprudensi dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, yurisprudensi secara yuridis
diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang
menjelaskan bahwa “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan
wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang
hidup dalam masyarakat.”, di mana Pasal tersebut menjelaskan bahwa
hakim dalam menjalankan kewenangan absolutnya boleh menggunakan
sumber legalitas perundang-undangan berikut tafsirannya dan sumber
yang berupa nilai-nilai hukum yang dipatuhi oleh masyarakat.
Yurisprudensi penerapan hukum di Indonesia sudah sering dilakukan

oleh para hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

78 Firmansyah et al., “Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurispudensi.”, hlm.
138.
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Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan tertinggi dalam
sistem peradilan umum dalam hal putusannya memiliki peranan penting
untuk dijadikan yurisprudensi oleh hakim di lembaga peradilan di
bawahnya.

Mahkamah Konstitusi pun sebagai lembaga tertinggi yang
putusannya bersifat final dan binding (final dan mengikat), dalam hal
ini Majelis Mahkamah Konstitusi juga sering melakukan yurisprudensi
dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang secara prinsip
memiliki kesamaan. Yurisprudensi sering dipakai sebagai landasan
hukum untuk melengkapi suatu penerapan hukum yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan, di mana dengan adanya standar hukum
yang sama, maka dapat diciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat,

dan mencegah adanya disparitas putusan.’®

79 Siregar, “Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan
Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum.”, him. 1030



BAB III

KASUS POSISI, KETENTUAN UMUM WARIS BEDA AGAMA DAN
TEORI HUKUM

A. Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms

1. Duduk Perkara

Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonannya pada tanggal
01 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Banyumas dengan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms tanggal 05
Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1) Bahwa almarhum dan Pemohon I menikah pada tanggal 12 April
1984 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx
tanggal 14 April 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan xxx Kabupaten / Kotamadya xxx.

2) Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 3 anak masing-masing
bernama:

a) xxx bin almarhum, laki-laki lahir pada tanggal 4 Juli 1986.
b) xxx binti almarhum, perempuan lahir pada tanggal 16
November 1992.
c) xxx binti almarhum, perempuan lahir pada tanggal 16
November 1992.
3) Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 almarhum meninggal dunia

karena sakit.

61



62

4) Bahwa ketika almarhum meninggal dunia anaknya yang bernama
xxx bin almarhum meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 10
Desember 2017 karena sakit.

5) Bahwa ketika xxx bin almarhum meninggal dunia, xxx bin
almarhum memiliki istri yang bernama xxx dan 2 orang anak yang
bernama xxx binti xxx, perempuan lahir pada tanggal 20 Januari
2007 dan laki-laki lahir pada tanggal 14 Desember 2017.

6) Bahwa ketika almarhum meninggal dunia ayahnya meninggal
dunia lebih dulu yaitu pada tanggal 6 November 2020 dan ibunya
masih hidup tetapi kedua orangtua almarhum menganut agama
Kristen sehingga tidak bisa saling mewarisi.

7) Bahwa almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni
2022 meninggalkan ahli waris:

a) Pemohon I sebagai istri dari almarhum

b) Pemohon II sebagai anak perempuan kandung

c) Pemohon III sebagai anak perempuan kandung

d) Pemohon IV sebagai cucu perempuan kandung / ahli waris
pengganti xxx bin almarhum

e) Pemohon V sebagai cucu laki-laki kandung / ahli waris
pengganti xxx bin almarhum

8) Bahwa para Pemohon dan ahli waris pengganti xxx bin almarhum

semuanya beragama Islam.
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9) Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon
untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhum
sesuai Hukum Waris Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon
kepada Ketua / cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas agar
berkenan menerima permohonan ini selanjutnya memeriksa dan
kemudian menetapkan / memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2) Menetapkan almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni
2022.

3) Menetapkan ahli waris dari almarhum adalah:

a) Pemohon I sebagai istri dari almarhum

b) Pemohon II sebagai anak perempuan kandung

c) Pemohon III sebagai anak perempuan kandung

d) Pemohon IV sebagai cucu perempuan kandung / ahli waris
pengganti xxx bin almarhum

e) Pemohon V sebagai cucu laki-laki kandung / ahli waris
pengganti xxx bin almarhum

4) Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan
faraid Hukum Waris Islam.

5) Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau
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6) Apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-adilnya.

2. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para
Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil
permohonan para Pemohon, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan
kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan megadili
permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil
permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1) Bahwa almarhum dan Pemohon I menikah pada tanggal 12 April
1984 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx
tanggal 14 April 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan xxx Kabupaten / Kotamadya xxx;

2) Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) anak masing-
masing bernama:

a) xxx bin almarhum, laki-laki lahir pada tanggal 4 Juli 1986.

b) xxx binti almarhum, perempuan lahir pada tanggal 16
November 1992.

c) xxx binti almarhum, perempuan lahir pada tanggal 16

November 1992.
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3) Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 almarhum meninggal dunia
karena sakit;

4) Bahwa anak almarhum dengan Pemohon I yang bernama xxx bin
almarhum telah meninggal dunia pada tangal 10 Desember 2017
karena sakit;

5) Bahwa xxx bin almarhum meninggal dunia, meninggalkan seorang
istri yang bernama xxx dan 2 orang anak yang bernama xxx binti
xxX, perempuan lahir pada tanggal 20 Januari 2007 dan xxx bin
xxX, laki-laki lahir pada tanggal 14 Desember 2017,

6) Bahwa ayah kandung dari almarhum yang bernama xxx telah
meninggal dunia pada tanggal 6 November 2020 dan ibunya yang
bernama xxx masih hidup dan kedua orangtua almarhum menganut
agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis
Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b
Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud pewaris adalah orang yang
pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan
putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan
harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta

di atas bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum beragama Islam,
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meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka almarhum harus

dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c
Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang
pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan
perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang
karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi
Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila
dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap, dihukum karena:

a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau
menganiaya berat para Pewaris;

b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan
bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam
dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi
Hukum Islam Ayat (1) bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri
dari:

a) Menurut hubungan darah
- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara

laki-laki, paman dan kakek;
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- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan,
saudara perempuan dari nenek;

b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda;

Dan Ayat (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak

mendapat warisnya hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di
muka, maka Pemohon I adalah termasuk dari kelompok ahli waris
hubungan perkawinan yaitu istri dari almarhum, sedangkan Pemohon
IT dan III adalah kelompok dari hubungan darah yang meliputi anak
perempuan dari almarhum, sedangkan Pemohon IV mewakili dari ahli
waris pengganti kelompok hubungan darah sesuai dengan ketentuan
Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yaitu bagi ahli waris yang belum
dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka
baginya diangkat wali berdasarkan Keputusan hakim atas usul anggota
keluarga, dan Pasal 185 Ayat (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu
dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh
anaknya, dan Ayat (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi
dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para
Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang
disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka,

karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa
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almarhum telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 4 Juli 2022,
dan sesuai dengan bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan
apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli
waris dari almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan
sebagai ahli waris dari almarhum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan
penetapan ahli waris yang merupakan perkara voluntaire, maka biaya
perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan

dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

. Amar Putusan

Pada tanggal 29 Desember 2022 Pengadilan Agama Banyumas
telah memutus suatu Putusan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms
mengenai permohonan penetapan ahli waris dan bagiannya masing-
masing, mengingat dalam segala ketentuan hukum Islam dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan pada perkara
tersebut, hakim memutuskan dan mengadili dengan mengabulkan
Permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut:

1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2) Menetapkan almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni
2022;
3) Menetapkan ahli waris dari almarhum adalah:
a) Pemohon I sebagai istri dari almarhum
b) Pemohon II sebagai anak perempuan kandung
c) Pemohon III sebagai anak perempuan kandung
d) Pemohon IV sebagai cucu perempuan kandung / ahli waris
pengganti XxXx
e) Pemohon V sebagai cucu laki-laki kandung / ahli waris
pengganti XxXx
4) Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 135.000,00;

B. Ketentuan Umum Waris Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam

dan Yurisprudensi Mahkamah Agung
1. Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam mempunyai
makna ikatan yang paling kuat. Dalam KHI melarang terjadinya
perkawinan beda agama.®® Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 40 huruf
¢ “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan

seorang wanita yang tidak beragama Islam” dan Pasal 44 “Seorang

8 Sidik Marjanul Firdaus and Aditya Ammar Zaky, “Penyelesaian Pembagian Waris Dalam
Perkawinan Beda Agama Prespektif Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPer),” Al-Mashlahah:Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, 2021,
https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4723, him. 184.
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wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria
yang tidak beragama Islam”.%!

Perkawinan antara orang muslim dan nonmuslim bukan hanya
terjadi pada perkawinan campuran, tetapi banyak terjadi antara sesama
warna negara Indonesia. Hal tersebut tentu akan berhubungan dengan
masalah pembagian waris berdasarkan hukum Islam. Karena jika
ditinjau dari KUHPerdata, perbedaan agama tidak menjadi halangan
dalam hal waris dikarenakan tidak ada ketentuan yang mengatur terkait
perbedaan agama.®?

Terkait dengan hak waris beda agama, Kompilasi Hukum Islam
merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa
perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang
terjadinya proses kewarisan.®® Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal
171 huruf b KHI yang menyatakan bahwa “Pewaris adalah orang yang
pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan
putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta
peninggalan” 8

Selanjutnya pada Pasal 171 huruf ¢ dinyatakan bahwa “Ahli waris

adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan

81 Sakinah, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, hlm. 212 - 215.

8 Firdaus and Zaky, “Penyelesaian Pembagian Waris Dalam Perkawinan Beda Agama
Prespektif Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).”,
hlm. 184.

8 Budi Hariyanto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama
Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam
(KHI),” fus 8, no. 2 (2020), https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.688, hlm. 38.

8 Sakinah, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, hlm. 89.
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darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan
tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” Ketentuan
beragama seseorang dapat ditentukan lewat identitasnya, yang mana hal
tersebut diatur dalam Pasal 172 KHI yaitu “Ahli waris yang dipandang
beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan
atau amalah atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak
yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau
lingkungannya.”®

Ketentuan KHI memang tidak dinyatakan secara jelas bahwa
perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun
dalam Pasal 171 huruf ¢ KHI menyatakan bahwa “Pewaris dan ahli
waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya,
apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya
tidak dapat saling mewarisi, maka dalam ketentuan hak kewarisan
otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama.®

Dalam KHI sangat jelas dituliskan bahwa “Hak kewarisan
otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama.” Aturan
dalam KHI mendasarkan seutuhnya pada pendapat ulama klasik, dalam
hal ini Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i dan para pengikutnya

bahwa tidak boleh orang kafir mewarisi tirkah orang muslim, atau

sebaliknya, apakah disebabkan karena hubungan memerdekakan

85 Sakinah, hlm. 90 - 91.
8 Sakinah, him. 89.
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budak, hubungan perkawinan, dan/atau hubungan kekerabatan. KHI
merupakan hasil ijtihad dari kitab-kitab fikih klasik yang kemudian
dikontekstualisasikan dengan keadaan sosial di  Indonesia.
Kontekstualisasi ini dilakukan karena pijakan hukum yang disusun
ulama dahulu yang sampai saat ini dijadikan rujukan oleh para hakim
di lingkungan peradilan agama.®’

Apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka
anak yang lahir dari perkawinan beda agama atau ahli waris yang
berbeda agama dengan pewaris tidak mempunyai hak wuntuk
mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang
dalam hal ini pewaris beragama Islam. Artinya apabila ada anak yang
seagama dengan bapak atau ibunya saja, maka ia hanya mendapatkan
hak kewarisan dari bapak atau ibunya saja, hal ini dapat menimbulkan
masalah keadilan.®®

Wasiat wajibah di negara Islam seperti Kuwait, Maroko dan
Mesir mengacu pada Undang-undang Mesir. Dalam perundang-
undangan ini mewajibkan wasiat diberikan untuk orang yang terhalang
mendapatkan warisan yaitu para cucu yang ditinggal mati oleh ayahnya

ketika kakek atau neneknya masih hidup. Pemberian ini dilakukan

untuk menjamin kehidupan cucu yatim tersebut. Dalam sistem waris

87 Hendri Susilo et al., “Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua
Berdasarkan ~Hukum  Islam,” Jurnal USM  Law  Review 4, mno. 1 (2021),
https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3409, hlm. 182.

8 Hariyanto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut
Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).”, hlm.
39
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Islam, para cucu tidak mendapatkan warisan apapun dari kakek atau
nenek, paman atau bibi dari jalur ayah masih hidup. Wasiat wajibah
yang berlaku di Indonesia termuat dalam KHI yakni hanya anak angkat
dan orangtua angkat.%

Kedudukan ahli waris nonmuslim terhadap harta warisan pewaris
beragama Islam bukan sebagai ahli waris karena hukum waris Islam
tidak mengenal adanya pewaris kepada orang yang berbeda agama
(nonmuslim). Hal ini yang menjadi alasan bahwa kedudukan hak ahli
waris nonmuslim atas warisan pewaris muslim diatur dalam hukum
waris Islam yang berlaku di Indonesia yang menempatkan ahli waris
yang beragama lain dari agama yang dipeluk pewaris tidak memperoleh
warisan tetapi memperoleh wasiat wajibah.*°

Dalam kasus wasiat wajibah, pemberian wasiat wajibah masih
banyak mengalami perdebatan, dan seorang hakim perlu melakukan
penafsiran dan penggalian hukum karena dalam Pasal yang memuat
mengenai wasiat wajibah tidak dijelaskan secara rinci siapa-siapa yang
berhak mendapatkan wasiat wajibah, dan apakah wasiat wajibah dapat
diberikan kepada ahli waris nonmuslim. Pasal 209 KHI, menjelaskan
bahwa “Wasiat wajibah secara tegas diakui dan digunakan untuk

memberikan bagian harta peninggalan kepada anak angkat dan

8 Adji Pratama Putra and Moh. Rosil Fathony, “Analisis Kewarisan Beda Agama Dalam
Perspektif Hukum Islam,” MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2023),
https://doi.org/10.59166/mizanuna.v1il.29, him. 10.

% Wahyu Darmawan, “Aspek Hukum Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Anak Kandung
Yang Berbeda Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999,” Jurnal Yustitia,
n.d, hlm. 142.
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orangtua angkat yang tidak menerima wasiat.”"! Berdasarkan Pasal
tersebut, hakim dapat memperluas wasiat wajibah kepada ahli waris
nonmuslim. Dalam hal ini, antara anak angkat dengan ahli waris
nonmuslim sama-sama terhalang mendapatkan harta waris, dan
keduanya sama-sama memiliki ikatan kekeluargaan dengan pewaris.
Adanya kesamaan berupa ikatan kekeluargaan dapat digunakan untuk

menerapkan wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim.®?
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung

Secara umum, Undang-Undang dibuat oleh pembentuk Undang-
Undang untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus
dilaksanakan dan ditegakkan. Akan tetapi perlu diingat bahwa kegiatan
dalam kehidupan manusia sangat luas tidak terhitung jumlah dan
jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan
perundang-undangan dengan tuntas dan jelas, maka dari itu hakim
harus mencari atau nememukan hukumnya (rechtsvinding).%®

Perkembangan wasiat wajibah saat ini tidak hanya diperuntukkan
untuk anak angkat dan orangtua angkat saja namun sudah dipergunakan

untuk ahli waris beda agama. Penempatan hukum wasiat wajibah oleh

%1 Sakinah, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, hlm. 106 - 107.

92 Susilo et al., “Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan
Hukum Islam.”, hlm. 185.

9 Qotrun Nada, Moh Muhibbin, and Ahmad Bastomi, “Pembagian Waris Terhadap Anak
Yang Berpindah Agama Melalui Wasiat Wajibah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan
Mahkamah Agung (MA) Momor 368/K/AG/1995,” Dinamika 29, no. 1 (2023),
http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-
420070-8.00002-
7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441
103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/, hlm. 6850.
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hakim ini sebenarnya sangat relevan dengan melihat beragam suku,
agama di Indonesia. Hal ini diharapkan terciptanya keadilan sosial dan
demi kelancaran hidup ahli waris beda agama. Dengan adanya putusan
Mahkamah Agung merealisasikan putusannya dengan penerapan
wasiat wajibah dengan berlandaskan keadilan dan kemanusiaan.
Dalam menangani perkara wasiat wajibah bagi ahli waris beda
agama, Mahkamah Agung telah melakukan ijtithad. Ijtithad yang
dilakukan hakim ini disebabkan dalam penelusuran teks yang ada baik
menurut al-Qur’an maupun hadis, ahli waris beda agama terhalang
untuk mendapatkan warisan. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam
hanya mengatur wasiat wajibah yang diperuntukkan bagi anak angkat
dan orangtua angkat. Hal inilah yang menjadi dasar hakim untuk
melakukan ijtihad atau penemuan hukum dalam perkara ini.%*
Landasan yuridis bagi yurisprudensi adalah Pasal 27 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa “Hakim
sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.” Pasal

tersebut menjelaskan bahwa hakim dalam menjalankan kewenangan

absolutnya boleh menggunakan sumber legalitas perundang-undangan

% Nada, Muhibbin, and Bastomi, him. 6852.
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berikut tafsirannya dan sumber yang berupa nilai-nilai hukum yang
dipatuhi oleh masyarakat.*®

Terdapat beberapa yurisprudensi yang bisa menjadi rujukan
dalam menyelesaikan permasalahan mengenai wasiat tersebut. Dasar
hukum dalam yurisprudensi tersebut menjelaskan bahwa wasiat
wajibah bagi ahli waris beda agama yang tercantum didalam Putusan
Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995, didalam putusan tersebut
memperlihatkan beberapa alasan hakim memberikan bagian wasiat
wajibah terhadap ahli waris beda agama. Alasan-alasan tersebut sebagai
berikut:

a. Adanya faktor sejarah, larangan memberikan warisan pada ahli
waris yang tidak beragama Islam. Alasan pertama, yaitu regulasi
yang menghambat adanya pemberian warisan kepada ahli waris
nonmuslim, secara sejarah ditetapkan pada waktu peperangan
antara kaum Islam dengan orang yang tidak beragama Islam di
masa lalu. Berguna untuk memberikan perlindungan akidah dan
harta yang dimiliki orang muslim dari penguasaan ahli waris
nonmuslim yang berpotensi untuk digunakan sebagai sarana

untuk melawan umat Islam sendiri, maka larangan tersebut

diimplementasikan. Melihat kondisi saat ini di mana tidak ada

% Islamiyati et al., “Eksistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Dalam Penegakan
Hukum Keluarga Islam Indonesia,” Law, Development and Justice Review 3, no. 1 (2020),
https://doi.org/10.14710/1djr.v3i1.7349, hlm. 5.
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lagi peperangan antara orang muslim dan nonmuslim, maka
ketentuan yang menghambat tersebut dinilai tidak dipergunakan.
Penggunaan metode interpretasi aspek sosiologis dalam mencari
adanya sebuah penemuan hukum. Alasan kedua berhubungan
dengan kewajiban hakim untuk menemukan hukum atas setiap
perkara yang ada dihadapannya dan ia memiliki kewajiban untuk
melakukan hal tersebut. Kewajiban ini berasal dari salah satu asas
dalam hukum formil, bahwa hakim tidak boleh menolak adanya
perkara dengan alasan tidak terdapat sumber hukumnya, karena
hakim sebagai wasit sudah memiliki kewenangan hukum untuk
melakukan penemuan hukum. Penetapan wasiat wajibah bagi
ahli waris yang terhalang untuk menerima warisan karena tidak
beragama Islam merupakan terobosan hasil penemuan hukum
yang dilaksanakan oleh pribadi hakim dengan metode interpretasi
sosiologis dan keyakinan nuraninya.

Penggunaan cara argumentum per analogium dalam melakukan
penemuan hukum. Alasan ini merupakan alasan ketiga,
penggunaan cara argumentum per analogium dalam penetapan
wasiat wajibah dilakukan sebagai implementasi dari asas ius
curia novit oleh seorang penegak hukum dalam hal ini seorang
hakim di lingkungan Peradilan Agama. Berkaitan dengan hakim
melakukan penemuan hukum terhadap pemberian wasiat wajibah

terhadap ahli waris yang beda agama, hakim menggunakan
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metode argumentum per analogian dengan sarana menemukan
ketentuan regulasi atau hukum lain yang serupa, memiliki
kesamaan, serta adanya tuntutan dalam masyarakat untuk
mendapatkan penilaian yang sama. Ketentuan yang serupa untuk
menyelesaikan adanya kekosongan dalam hal ini adalah
menggunakan ketentuan wasiat wajibah yang ada dalam KHI
khusus untuk anak angkat dan atau orangtua angkat. Terhadap
kedua fenomena hukum tersebut, terdapat kesamaan antara
keduanya, yaitu keduanya terjadi pada orang-orang yang secara
legalistik tidak mendapatkan bagian harta warisan, bahkan ketika
mereka mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris baik
sebagai anak kandung, maupun anak angkat dari kedua
orangtuanya. Adanya persamaan dari ketentuan tersebut,
memberikan implikasi adanya regulasi yang berlaku pada satu
peristiwa diberlakukan pula pada peristiwa lain, sehingga
ketentuan wasiat wajibah bagi anak angkat diberlakukan pula
pada anak atau ahli waris yang beda agama.

Keberadaan dari hukum kewarisan Islam di antara sistem hukum
kewarisan lainnya. Landasan keempat yang menjadi alasan
tersebut digunakan oleh hakim dalam menetapkan pemberian
wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama adalah keberadaan
dari hukum waris Islam dalam sistem hukum nasional secara

menyeluruh. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, hukum
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waris di Indonesia berkembang dan selalu hidup di setiap sendi-
sendi masyarakat, berkembang dan berdampingan dengan hukum
waris lain, yaitu hukum waris adat dan hukum waris barat. Ketiga
ketentuan dan jenis hukum tersebut digunakan sebagai pilihan
hukum bagi rakyat secara menyeluruh dari sabang hingga
merauke. Penemuan hukum yang memberikan wasiat wajibah
bagi ahli waris beda agama  merupakan upaya
mengimplementasikan adanya ketentuan hukum Islam di tengah-
tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dan berisikan orang
dari berbagai latar belakang, baik di bidang sosial, budaya,

hukum maupun agama.®

C. Teori Penemuan Hukum

Menurut Amir Syarifuddin dan Mohammad Daud Ali, hukum waris
Islam yang digali dari al-Qur’an dan hadis Rasulullah SAW mempunyai
lima asas, yaitu asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan
berimbang dan asas semata akibat kematian.®’

Secara bahasa kata adil berarti menyamakan, menyeimbangkan,
meluruskan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil berarti tidak

berat sebelah, tidak memihak, sepatutnya, atau berpegang pada kebenaran

% Dwi Andayani and Tetty Hariyati, “Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris
Beda Agama Di Indonesia,” Cepalo 4, no. 2 (2020), https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.1893,
hlm. 166 - 167.

97 H. Faiz, “Filsafat Keadilan Dalam Hukum Waris Islam,” HAKAM: Jurnal Kajian Hukum
Islam Dan Hukum Ekonomi Islam 4, no. 2 (2020), https://doi.org/10.33650/jhi.v4i2.2156, hlm. 125.
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dan tidak sewenang-wenang.®® Adil pada hakikatnya bermakna
menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja
yang menjadi haknya, didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang
sama kedudukannya.%

Menurut Soerjono Soekanto, keadilan kadang didasarkan pada asas
kesamarataan, kadang asas kebutuhan, kadang digunakan asas kualifikasi
untuk mengukurnya, bahkan kadang digunakan asas objektif. Sedangkan
menurut Busthanul Arifin, bahwa keadilan (hukum) sangat ditentukan oleh
tujuannya. Artinya apabila keadilan tentang hukum Islam, maka
keberadaannya digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh
Allah sendiri.%

Kemudian R. Soeroso yang mengutip pendapat Aristoteles tentang
keadilan. Bahwa keadilan itu dapat dibagi menjadi dua macam yaitu
keadilan distributif dan keadilan kumulatif.

1. Keadilan Distributif
Keadilan distributif atau justitia distributiva yaitu suatu kedilan
yang diberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau
pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan ini berperan

dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Keadilan di

sini bukan berarti persamaan akan tetapi perbandingan.

9 Sarpika Datumula, “Makna Keadilan Pada Ketentuan 2 : 1 ( Dua Banding Satu ) Dalam
Konsep  Waris  Islam,”  Julia  Jurnal  Litigasi  Amsir 9, mno. 2  (2022),
https://core.ac.uk/outputs/492893775%0Ahttps://doi.org/10.31970/almashadir.v4i2.115, hlm. 84.

% Nurlaila Harun, “Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam,” [ tisham: Journal of Islamic
Law and Economics 1,no. 2 (2021), him. 161.

100 Harun, him. 162.
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2. Keadilan Kumulatif
Keadilan kumulatif atau justitia cummulativa adalah suatu

keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa

mempedulikan jasa. Keadilan kumulatif berperan dalam tukar menukar

dan berperan dalam hubungan antara perorangan.*®

Keadilan merupakan suatu sifat abstrak, subjektif dan relatif. Bagi
seseorang mungkin “sesuatu’ itu dianggap sebagai hal yang adil, tetapi pada
saat yang sama barangkali bagi seseorang yang lain hal itu tidak dianggap
sesuatu yang adil atau dalam hal berperkara di Pengadilan, bagi pihak yang
menang akan merasa puas dan sangat setuju terhadap putusan yang
dijatuhkan, meskipun putusan mengandung ‘“ketidakadilan”, sebaliknya
bagi pihak yang kalah, putusan yang dijatuhkan tetap dituduh tidak benar,
meskipun putusan tersebut sangat “adil”, sehingga kata kemenangan sangat
identik dengan keadilan dan begitu juga sebaliknya. Hal inilah yang
memberi gambaran setiap putusan hakim selaku penegak keadilan terpaksa
berisi dua. Keadilan memang tidak ada ukuran atau kriteria yang
membatasinya.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa ada tiga nilai dasar yang harus
terdapat dalam hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Senada dengan hal tersebut, Antonius Sujata menyatakan bahwa hukum

serta penegakan hukum di mana pun dan saat kapan pun memiliki cita-cita

101 Datumula, “Makna Keadilan Pada Ketentuan 2 : 1 ( Dua Banding Satu ) Dalam Konsep
Waris Islam.”, him. 84 — 85.
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luhur, yaitu keadilan, kepastian, ketertiban, serta manfaat. Keadilan pada
hakikatnya memberi perlindungan atas hak dan saat yang sama
mengarahkan kewajiban sehingga terjadi keseimbangan antara hak dan
kewajiban di dalam masyarakat.

Dengan keadilan prosedural baru memberi jaminan kepastian dan
ketertiban, tetapi belum tentu memberi keadilan secara substansial. Dalam
kondisi normal, memang idealnya setiap hukum (perundang-undangan)
termasuk putusan hakim harus dijiwai oleh ketiga nilai dasar hukum
(keadilan, kepastian dan kemanfaatan). Namun realitas menunjukkan bahwa
sering kali terjadi pertentangan antara nilai yang satu dan yang lainnya,
misalnya antara keadilan dan kepastian hukum ataukah antara kemanfaatan
dan kepastian hukum.

Apabila dalam kenyataannya telah terjadi pertentangan antara keadilan
dan kepastian hukum, ada sebagian pakar hukum memilih keadilan daripada
kepastian hukum, sementara yang lainnya lebih memilih kepastian hukum
daripada keadilan, dengan segala argumentasinya masing-masing. Keadilan
merupakan tujuan hukum yang paling utama, sementara kepastian hukum
merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan. Aristoteles
seorang filsuf yang terkenal mengemukakan bahwa pada hakikatnya hukum
substansinya adalah “keadilan”, yaitu hukum sebagai ius, iustuta, recht, atau
right, artinya hukum mengandung prinsip-prinsip atau asas-asas yang
berintikan keadilan. Jadi hukum pertama-tama berarti adil atau hukum

karena adil. Hal ini selaras dengan Roscoe Pound, bahwa hakikat hukum
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membawa aturan yang adil dalam masyarakat. Sementara Thomas Aquinjas,
menegaskan bahwa tujuan hukum adalah mencapai kebaikan umum, yaitu
demi tercapainya kebahagiaan atau tujuan akhir yang hendak dicapai oleh

manusia dalam hidupnya.1%2

192 Harun, “Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam.”, him. 164.



BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS DAN
IMPLIKASI YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
BANYUMAS

A. Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms

tentang Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama

Wewenang Pengadilan Agama dalam tugasnya untuk memeriksa,
memutus dan mengadili perkara waris yang di dalamnya termasuk juga
penetapan ahli waris yang diberlakukan secara hukum Islam dilandaskan
pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah kembali dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.%®

Selain menetapkan ahli waris Pengadilan Agama dalam parkara waris
juga mempunyai kewenangan lain yaitu: a) Penetapan harta
peninggalan/tirkah, b) Menentukan bagian masing-masing ahli waris
terhadap harta peninggalan/tirkah, ¢) Pelaksanaan pembagian harta
peninggalan/tirkah, d) Penetapan pengadilan atas permohonan penetapan
ahli waris dan penentuan bagiannya masing-masing.

Berjalannya sebuah produk hukum dapat dinilai dari bagaimana

penerapannya apakah dilihat dari telah dilaksanakannya sebuah regulasi itu

atau tidak dan dapat diukur melalui seberapa kuatnya pengaruh kekuatan

103 «“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” (2006), hlm. 15.

84
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hukum dari sebuah regulasi itu membawa pengaruh atau perubahan dalam

lingkungan proses hukum itu berjalan.

1. Implementasi Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam

(KHI) Pada Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms

Apabila dihubungkan dengan Putusan yang memuat tentang
Penetapan Ahli Waris yang telah penulis jabarkan sebelumnya, maka
dapat diuraikan  Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms
menjelaskan bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan
ahli waris ke Pengadilan Agama Banyumas lalu permohonan tersebut
dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas untuk
ditetapkan sebagai ahli waris. Kemudian diketahui bahwa pewaris
mempunyai ibu kandung yang masih hidup namun beragama Kristen
dan juga dikuatkan oleh penjelasan saksi-saksi dibawah sumpahnya
menyebutkan bahwa pewaris beragama Islam sedangkan ibunya
beragama Kristen.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa
berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b KHI yang dimaksud pewaris
adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan
meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam,

meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.1%

104 Sakinah, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, him. 89.
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Jika Pasal 171 huruf b dihubungkan dengan fakta di atas bahwa
pada saat meninggal dunia, almarhum beragama Islam, meninggalkan
ahli waris dan harta peninggalan, maka almarhum dapat dinyatakan
sebagai pewaris.

Analisis Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms dalam
pertimbangannya hakim menimbang mengenai ahli waris nonmuslim
dari almarhum. Oleh sebab berdasarkan pada Pasal 171 huruf ¢ KHI
yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia
mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan
pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk
menjadi ahli waris.

Dari aturan Pasal 171 huruf ¢ dapat dipastikan bahwa ibu dari
almarhum bukanlah bagian dari ahli waris karena terhalang hukum
untuk menjadi ahli waris, walaupun ibu dari almarhum memiliki
hubungan darah dengan pewaris. Hal ini seperti yang disampaikan oleh
Ibu Nursaidah selaku hakim Pengadilan Agama Banyumas, beliau
mengatakan bahwa:

“Orang yang beda agama sudah jelas dalam hadis, bahwa tidak
saling mewarisi Islam dengan Kristen.”

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Mustolich selaku hakim

Pengadilan Agama Banyumas, beliau mengatakan bahwa:

“Seperti yang kita ketahui bahwa antara muslim dan nonmuslim
tidak saling mewarisi, jadi memang tidak bisa saling mewarisi.”
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Seperti yang tertuang dalam Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim
bahwa tidaklah seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula
seorang kafir mewarisi seorang muslim.1%

Analisis Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms dalam
pertimbangan majelis hakim, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173
KHI bahwa sescorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan
putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum
karena:

1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau
menganiaya berat para pewaris;

2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan
bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam
dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Dalam hal ini dapat dipahami berdasarkan Pasal tersebut bahwa
ahli waris beragama nonmuslim tidak terhalang karena hukum. Pasal
173 tidak menyebutkan bahwasannya perbedaan agama masuk ke
dalam kelompok terhalangnya seseorang menerima waris, tetapi dalam
Pasal 171 huruf ¢ sudah jelas tertulis bahwa ahli waris harus beragama
Islam. Beragama Islam sudah merupakan syarat seseorang untuk

menerima harta waris, jika tidak beragama Islam berarti sudah tidak

memenuhi syarat sebagai ahli waris. Hal ini seperti yang dikatakan oleh

105 Al-Albani, “Sahih Sunan At-Tirmidzi (Sahih Sunan Tirmidzi).”, him. 633.
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Ibu Nursaidah selaku hakim Pengadilan Agama Banyumas, beliau
mengatakan bahwa:

“Dalam Pasal 173 itu adalah seseorang terhalang menjadi ahli
waris, terhalang dengan beda agama itu berbeda, kalau terhalang berarti
kalau tidak ada penghalang dia bisa dapat, umpamanya dipersalahkan
membunuh berarti tidak dapat warisan, kalau dia tidak membunuh
pewaris maka dia dapat bagian harta warisan. Tetapi kalau berbeda
agama itu beda, sama sekali tidak ada penghalang jadi memang tidak
dapat, sudah bukan terhalang lagi tapi tertutup bahwa itu sama sekali
tidak bisa saling mewarisi antara Kristen dengan Islam.”

Apabila berdasarkan KHI Pasal 173 terhalangnya seseorang
untuk mendapatkan harta waris karena ahli waris yang beragama
nonmuslim atau murtad tidak disebutkan dalam Pasal tersebut. Dalam
Pasal tersebut hanya menjelaskan bahwa terhalangnya seseorang untuk
mendapatkan harta waris karena melakukan suatu tindakan kriminal.

Analisis Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms dalam
pertimbangan majelis hakim, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174
KHI Ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah
- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara
laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan,

saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda

Dan Ayat (2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak

mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;
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Dari aturan Pasal 174 KHI dapat dipastikan bahwa Pemohon 1
termasuk dalam hubungan perkawinan yaitu janda, Pemohon II dan I1I
termasuk dalam hubungan darah yaitu anak perempuan, dan Pemohon
IV dan V termasuk dalam ahli waris pengganti hubungan darah yaitu
cucu dari anak laki-laki. Sedangkan ibu dari almarhum seharusnya
merupakan kelompok ahli waris menurut hubungan darah. Namun pada
kenyataannya ibu dari almarhum terhalang untuk mendapatkan bagian
dikarenakan berbeda agama.

Analisis Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms bahwa tidak
ada penerapan wasiat wajibah pada ahli waris beda agama. Di mana
pengaturan wasiat wajibah dalam KHI secara eksplisit dijelaskan dalam
Pasal 209. Pasal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pemberian
wasiat wajibah dalam KHI hanya diperuntukkan bagi anak angkat yang
orangtua angkatnya meninggal dunia atau sebaliknya diberikan kepada
orangtua angkat dari anak angkatnya yang meninggal dunia.'®® Hal ini
seperti yang dikatakan oleh Ibu Nursaidah selaku hakim Pengadilan
Agama Banyumas, beliau menjelaskan bahwa:

“Karena pada Pasal 209 menyebutkan anak angkat itu adalah
anak yang dipelihara oleh orangtua angkatnya maka dari itu harus
dilindungi oleh hukum dalam hal ini adalah Undang-Undang,
sementara orang yang berbeda agama itu sudah jelas dalam hadis bahwa

tidak saling mewarisi antara Islam dengan Kristen, kalau mengacu pada
Pasal 209 tersebut tidak bisa, walaupun Hakim punya ijtihad sendiri.”

196 Deswandie Trinanda, Mispansyah, and Nurunnisa, “Wasiat Wajibah Bagi Orang Tua
Atau Anak Yang Berbeda Agama Dalam Persfektif Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia,” Notary
Law Journal 1, no. 3 (2022), https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.30, him. 298.
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Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Mustolich selaku hakim
Pengadilan Agama Banyumas, beliau menjelaskan:

“Ketika muslim dan nonmuslim lewatnya wasiat wajibah dan
mengambil dasarnya dari yurisprudensi dari dari hakim agung. Pasal
209 saya belum membaca lebih lengkap lagi, tapi menurut saya
mungkin antara anak angkat dengan orangtuanya dia walaupun bukan
anak kandung tapi pasti ada hubungan emosional, pernah menjalin
hubungan dekat, sama saja ketika misalnya kerabat, anak yang mungin
beda agama ya mungkin salah satu alasannya ya itu dengan jalan wasiat
wajibah dari yurisprudensi Mahkamah Agung.”

Menurut pendapat penulis bahwa ahli waris beda agama memiliki
hak untuk mendapatkan bagian harta waris apabila hakim
menetapkannya sebagai waris dengan wasiat wajibah. Wasiat wajibah
adalah wasiat yang dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat
sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namun juga dapat diberikan
kepada ahli waris yang tidak beragama Islam. Pasal 209 KHI mengatur
wasiat wajibah untuk anak angkat, tetapi dalam perkembangannya

pemberian wasiat wajibah memungkinkan ahli waris yang nonmuslim

dengan tujuan untuk memberikan rasa keadilan.

. Implementasi Wasiat Wajibah Menurut Yurisprudensi Mahkamah

Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 Pada Penetapan Nomor

301/Pdt.P/2022/PA.Bms

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai posisi sentral dalam
penerapan hukum. Hakim tidak hanya dituntut agar dapat berlaku adil
tetapi ia juga harus mampu menafsirkan Undang-Undang secara aktual
sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di tengah-

tengah kehidupan masyarakat pencari keadilan dengan tetap
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mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan nilai
kemanfaatannya. Melalui putusan-putusannya seorang hakim tidak
hanya menerapkan hukum yang ada dalam teks Undang-Undang tetapi
sesungguhnya ia juga melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum
ketika dihadapkan pada masalah-masalah yang diajukan kepadanya dan
belum diatur dalam Undang-Undang ataupun telah ada aturannya tetapi
dipandang tidak relevan dengan keadaan dan kondisi yang ada.

Seiring berkembangnya peradaban manusia, banyak hukum dan
peraturan perundang-undangan yang dirasa kurang mencakup
perkara/keadaan baru sehingga terkadang menyulitkan para penegak
hukum atau Badan Peradilan dalam menyelesaikan serta memutuskan
perkara tersebut. Oleh karena itu, dalam mengatasi masalah
kekosongan hukum ini, Indonesia menerapkan salah satu sumber
hukum formil yaitu yurisprudensi. Menurut Prof. Subekti,
yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang
telah disetujui oleh MA dan putusan MA sendiri yang telah berkekuatan
hukum tetap, maka setelah itu dapat dikatakan ada hukum yang dibuat
berdasarkan yurisprudensi.*?’

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 merupakan
sebuah tonggak penting dalam sejarah yurisprudensi hukum waris di

Indonesia. Putusan ini memberikan penafsiran baru terhadap ketentuan

107 Ajeng Nabila Zulfa and Muhammad Yogi Galih Permana, “Yurisprudensi MA
No.1/Yur/Ag/2018 Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Perspektif
Hukum  Islam,”  Islamika: Jurnal  Ilmu-Ilmu  Keislaman 23, mno. 1 (2023),
https://doi.org/10.32939/islamika.v23i1.2499, him. 35.
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hukum waris dalam KHI, khususnya terkait dengan pemberian wasiat
wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama. Putusan ini
menegaskan bahwa pemberian wasiat wajibah tidak hanya terbatas
pada ahli waris yang beragama Islam, tetapi juga dapat diberikan
kepada ahli waris yang beragama nonmuslim. Hal ini didasarkan pada
prisip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam
hukum Islam.

Dengan memberikan peluang bagi ahli waris nonmuslim untuk
mendapatkan bagian dari harta warisan, putusan ini menunjukkan
komitmen Mahkamah Agung dalam mewujudkan keadilan bagi semua
pihak, terlepas dari perbedaan agama. Putusan ini juga memberikan
kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia.
Penafsiran yang lebih inklusif terhadap ketentuan hukum waris ini
menunjukkan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan
dinamika sosial dan mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok
masyarakat.

Analisis Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms bahwa tidak
ada penerapan wasiat wajibah pada ahli waris beda agama. Dengan
demikian, pada kasus yang di alami oleh Ibu pewaris yang beragama
Kristen, maka yang bersangkutan sebenarnya tetap memiliki hak untuk
mendapatkan warisan dari anaknya walaupun semasa hidupnya si anak
tidak pernah membuat surat wasiat. Wasiat wajibah mempunyai

keterkaitan secara langsung dengan hukum kewarisan Islam, sehingga
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dalam pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk
menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan
kepadanya. Putusan tentang penetapan ahli waris beda agama yaitu
pemberian wasiat wajibah ini menjadi penting karena wasiat wajibah
merupakan salah satu cara dan memiliki tujuan untuk mendistribusikan
keadilan untuk ahli waris yang mempunyai pertalian darah namun
aturan hukum yang ada tidak memberikan bagian yang semestinya.
Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nursaidah selaku
hakim Pengadilan Agama Banyumas, beliau menjelaskan bahwa:
“Wasiat wajibah bagi nonmuslim ketika ia menjadi ahli waris,
untuk melindungi hak ahli waris beda agama maka dibuatkan wasiat
oleh pewaris di depan notaris. Kalau tidak ada wasiat wajibah lalu
masuk ke pengadilan, maka hakim tidak bisa membuatkan wasiat
wajibah karena wasiat harus ke notaris dan ada saksi-saksinya, beda
halnya dengan anak angkat karena ada Undang-Undangnya maka tanpa

wasiat pun hakim akan memberi wasiat wajibah tapi tidak melebihi 1/3

harta.”

Wasiat wajibah terdiri dari dua unsur, yaitu:

a. Tidak membutuhkan kerelaan orang yang berwasiat untuk
memberikan wasiat. Hal ini mengisyaratkan bahwa biarpun yang
meninggal tidak menyatakan wasiat, tetapi tetap dianggap
berwasiat.

b. Hakim yang beperan sebagai pewasiat untuk membagikan harta
paling banyak sepertiga harta orang yang meninggal tersebut untuk

dibagikan kerabat yang terhalangi untuk menerima warisan, %

108 Zakiul Fuady Muhammad Daud, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Ahli Waris Yang
Berbeda Agama Dalam Perspektif Syara’: Studi Kasus No.1803/Pdt.G/2011/Pa. Sby.,” Jurnal As-
Salam 5, no. 1 (2021), https://doi.org/10.37249/assalam.v5i11.261, hlm. 68.
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Dalam hal ini Ibu xxx yang beragama Kristen yang berkedudukan
sebagai ibu kandung dari pewaris yang beragama Islam. Hakim dalam
memutus perkara Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms sesuai permintaan
Pemohon yaitu menggunakan Hukum Islam, maka dari itu hakim
menetapkan ahli waris sesuai Hukum Islam dengan beracuan pada KHI.
Dalam hukum Islam seorang yang berbeda agama sudah jelas terhalang
tidak dapat mendapatkan waris, dalam KHI juga untuk dapat
menerapkan wasiat wajibah belum ada aturan yang jelas mengenai
wasiat wajibah.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018
mengatur mengenai waris beda agama yang isinya adalah wasiat
wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana
diatur dalam Pasal 209 KHI namun juga dapat diberikan kepada ahli
waris yang tidak beragama Islam.'%

Namun pada kenyataannya hakim dalam memutus perkara
Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms tidak menerapkan
yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018 dikarenakan hakim memutus
perkara tersebut sesuai yang diminta oleh pemohon yaitu menggunakan
Hukum Islam. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nursaidah selaku
hakim Pengadilan Agama Banyumas, beliau mengatakan:

“Hakim memeriksa perkara tidak semuanya sama, ada yang mau

supaya dibuatkan seperti itu, ada yang mau dibuatkan seperti sesuai
dengan Hukum Islam, dan perkara Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms

199 Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Himpunan
Yurisprudensi Mahkamah Agung, 2020, hlm. 51.
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minta dibuatkan sesuai dengan Hukum Islam, tetapi untuk
menjembatani memakai yurisprudensi bisa.”

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Mustolich selaku hakim
Pengadilan Agama Banyumas, beliau mengatakan:

“Karena ini perkara permohonan tidak ada sengketa segala
sesuatu dan mintanya juga minta ditetapkan bahwa ahli warisnya adalah
ini, ini, ini jadi di sini kan ada anak ya, kenapa orangtua yang
nonmuslim tidak dapat yaitu itu karena tidak saling mewarisi, berbeda
kalau misalnya ketika dalam kasus keluarga ini kemudian ada sengketa
waris terus minta dibagi hartanya yang anaknya minta berapa bagian
nah nanti hakim itu bisa menyatakan bahwa ibunya itu bagaimanapun
ibu itukan pernah berjasa, mengasuh dan lain-lain, nah salah satu
jalannya yaitu melalui wasiat wajibah, karena ini adalah perkara
permohonan dan dia meminta untuk ditetapkan siapa saja ahli warisnya,
ya kita ngga mungkin memutuskan sesuatu yang tidak dia minta.”

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan para
Pemohon diperkuat lagi oleh para saksi pada saat proses persidangan
yang menyatakan bahwa Ibu dari almarhum beragama Kristen
sedangkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan
Pemohon V beragama Islam, maka hakim dalam penetapannya tidak
menjadikan Ibu dari almarhum sebagai ahli waris yang mustahak (orang
yang berhak) karena terhalang oleh perbedaan agama.

Menurut - penulis, seharusnya hakim Pengadilan Agama
Banyumas dalam  memutus perkara  Penetapan  Nomor
301/Pdt.P/2022/PA.Bms lebih luas lagi dalam melakukan ijtihad.
Putusan hakim yang tidak memberi wasiat wajibah tentunya telah
mengurangi rasa keadilan bagi ahli waris nonmuslim khususnya pada
Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms karena yurisprudensi telah

mengatur mengenai wasiat wajibah kepada ahli waris nonmuslim.

Hakim seharusnya memiliki peran dalam berijtihad, yaitu menggali dan
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menemukan hukum dan memutuskan perkara yang berada di tengah-
tengah masyarakat. Dalam hal ini, peran hakim tidak hanya sebagai
corong Undang-Undang, namun ia juga harus mampu menjawab
persoalan-persoalan yang ada di luar Undang-Undang formil.

Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam Islam pada
Mahkamah Agung hendaknya diaplikasikan sesuai dengan prinsip-
prinsip, asas-asas, dan tujuan syara’. Gambaran tentang putusan-
putusan Mahkamah Agung mengenai pemberian wasiat wajibah ahli
waris nonmuslim, maka pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris
nonmuslim dalam konteksnya adalah untuk menjaga keutuhan keluarga
untuk mengakomodir adanya realitas sosial di masyarakat Indonesia
bila ditinjau dari kemaslahatan patut dipertimbangkan dan boleh jadi
terkait dengan maksud ajaran agama Islam yaitu memenuhi rasa
keadilan.

Maka dengan lahirnya putusan-putusan Mahkamah Agung
tersebut terhadap ahli waris nonmuslim, maka telah memberikan solusi
yang cukup memberi keadilan sehingga dengan lahirnya putusan-
putusan Mahkamah Agung tersebut, hal ini tentunya akan diikuti dan
dijadikan acuan dan rujukan oleh Pengadilan yang dibawahnya yaitu
Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan tingkat banding atau oleh
Pengadilan tingkat pertama terhadap pemberian untuk ahli waris

nonmuslim. Salah satu bentuk nyata dari terlaksananya tugas dan fungsi
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hakim adalah dengan ditetapkannya Yurisprudensi Mahkamah Agung

Nomor 1/Yur/Ag/2018.

Secara normatif masalah terhalangnya hak untuk saling mewarisi dalam
hukum Islam seiring berjalannya waktu, menemukan solusi untuk waris
beda agama oleh hakim di Mahkamah Agung, dalam rangka memenuhi
keadilan yang sesuai dengan tujuan hukum yang berlaku.!® Pada dasarnya
perkembangan secara normatif wasiat wajibah terdapat dalam KHI Pasal
209 Ayat (1) dan (2) yang berisikan ahli waris yang hanya diperuntukkan
untuk anak angkat dan orangtua angkat namun dalam sejarah
perkembangannya di Indonesia wasiat wajibah tersebut tidak hanya
diperuntukkan untuk anak angkat dan orangtua angkat saja namun diberikan
juga kepada pihak-pihak di luar anak angkat dan berdasarkan Yurisprudensi
Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 1/Yur/Ag/2018 putusan tersebut
memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama.*!!

Secara prinsip wasiat dalam sistem hukum kewarisan Islam
mengandung makna yang sangat penting guna menangkal jika terjadinya
kericuhan dan perpecahan dalam keluarga, karena tidak menutup
kemungkinan adanya anggota keluarga yang tidak terima dalam pembagian
harta warisan.!'? Perbedaan agama merupakan salah satu penghalang waris

seperti yang telah disepakati oleh ulama fikih, maka dalam hal ini terjadi

110 Nyoman Sujana, Hukum Waris Beda Agama (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020).

111 Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Himpunan
Yurisprudensi Mahkamah Agung, hlm. 51.

112 Trinanda, Mispansyah, and Nurunnisa, “Wasiat Wajibah Bagi Orang Tua Atau Anak
Yang Berbeda Agama Dalam Persfektif Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia.”, hlm. 293.
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kekosongan hukum dalam KHI, oleh karena itu hakim harus melakukan
penemuan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dalam masyarakat
sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim
Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.'®

Adanya Yurisprudensi tersebut seolah menjadi angin segar dan mampu
memberikan rasa keadilan bagi semua pihak dalam memperoleh harta
warisan khususnya pihak yang berbeda agama melalui wasiat wajibah.!**
Meskipun hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar
orang-orang yang berbeda agama, namun terdapat ketentuan yang
menyatakan bahwa pemberian harta antara orang yang berbeda agama
hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah. Hal ini
merujuk pada ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor
5/MUNAS VI1/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama.'®®

Dari fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VI1/9/2005, dapat diketahui bahwa
larangan pewarisan antar pihak yang berbeda agama mutlak sesuai al-
Qur’an dan Hadis. Namun, Islam masih memberikan kesempatan bagi orang
nonmuslim untuk saling mengasihi melalui wasiat. Sebab peraturan

perundang-undangan dalam perkara wasiat yang ada memiliki cakupan

113 Trinanda, Mispansyah, and Nurunnisa, him. 296.

114 Zulfa and Permana, “Yurisprudensi MA No.1/Yur/Ag/2018 Tentang Pemberian Wasiat
Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Perspektif Hukum Islam.”, hlm. 40.

115 Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia,” in Kewarisan Beda
Agama, 2005.
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yang lebih luas di mana status agama para pihak yang terlibat tidak
mempengaruhi dalam proses pelaksanaannya.!®

Dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai wasiat wajibah dalam
KHI belum ada dan masih terdapat kekosongan hukum karena KHI tidak
mengatur syarat-syarat boleh atau tidaknya seseorang menerima wasiat,
selain itu khusus pengaturan mengenai wasiat wajibah, Pasal 209 KHI
hanya dianalogikan kepada anak angkat dan orangtua angkat saja,
sedangkan untuk ahli waris yang berbeda agama seperti permasalahan yang
penulis teliti tidak ditemukan pengaturannya secara jelas. Pasal 209 KHI
menyebutkan:

1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai
dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orangtua angkat
yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya
1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua
angkatnya.’

Maka dapat diketahui KHI hanya menyebutkan mengenai wasiat
wajibah terhadap anak angkat maupun orangtua angkat yang telah

disebutkan dalam Pasal 209, sedangkan mengenai wasiat wajibah terhadap

116 Zulfa and Permana, “Yurisprudensi MA No.1/Yur/Ag/2018 Tentang Pemberian Wasiat
Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Perspektif Hukum Islam.”, him. 40.
117 Sakinah, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, hlm. 106 - 107.
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ahli waris nonmuslim seperti anak ataupun orangtua yang berbeda agama,
hingga saat ini belum ada aturan hukum yang mengaturnya.

Pelarangan waris kepada ahli waris beda agama memiliki landasan yang
kuat baik dari al-Qur’an ataupun Hadis ditambah lagi dengan ulama mazhab
yang sepakat mengenai terhalangnya waris yang beda agama, maka tidak
dapat dipungkiri bahwa pemberian waris kepada ahli waris beda agama
adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan.

Oleh sebab itulah guna menghilangkan kemudharatan pada ahli waris
yang berbeda agama yang kehilangan hak warisnya, fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) pada tanggal 28 Juli 2005 menegaskan bahwa ahli waris

beda agama dapat diberikan hibah, wasiat dan hadiah.

B. Implikasi Yuridis atas Putusan Pengadilan Agama Banyumas yang
Tidak Menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor

1/Yur/Ag/2018

Seiring berkembangnya manusia, dirasakan banyak peraturan
perundang-undangan yang tidak mencakup perkara/keadaan baru sehingga
terkadang menyulitkan para penegak hukum atau badan pengadilan untuk
menyelesaikan dan memutus perkara tersebut.!'® Oleh karena itu, dalam
mengatasi permasalahan kekosongan hukum tersebut, Indonesia
menerapkan salah satu sumber hukum formil yaitu Yurisprudensi. Landasan

hukum dari Yurisprudensi adalah Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

118 Zulfa and Permana, “Yurisprudensi MA No.1/Yur/Ag/2018 Tentang Pemberian Wasiat
Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Perspektif Hukum Islam.”, hlm. 35.
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4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali,
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup
dalam masyarakat.}'® Adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah
sebagai pedoman para hakim ketika memutus sebuah perkara yang belum
ada dasar hukumnya. Yurisprudensi tersebut membawa perubahan yang
sangat positif terutama dalam memberi keadilan hukum dalam pembagian
waris beda agama.

Implikasi nyata dari lahirnya Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018
adalah adanya perintah untuk memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris
yang berbeda agama. Pemberian wasiat wajibah kepada selain anak angkat
dan orangtua angkat telah diterapkan oleh Mahkamah Agung secara
konsisten sejak tahun 1999 hingga setidaknya tahun 2018, yaitu kepada
anak dan istri yang tidak beragama Islam. Dengan telah konsistennya sikap
hukum Mahkamah Agung tersebut, maka telah menjadi Yurisprudensi di
Mahkamah Agung.'?

Berdasarkan ketentuan tersebut ada beberapa hal yang dapat dipahami,
yaitu: Pertama, adanya perintah pemberian wasiat wajibah pada ahli waris
nonmuslim. Kedua, perintah tersebut dapat diberikan jika orang yang
nonmuslim hidup berdampingan secara rukun dan damai meskipun berbeda
keyakinan. Kedua aspek tersebut sebenarnya memiliki dampak yang baik

bagi ahli waris nonmuslim, karena dengan adanya perintah untuk

119 «Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman” (2004), hlm. 7.

120 Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Himpunan
Yurisprudensi Mahkamah Agung, hlm. 51.
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memberikan wasiat wajibah bagi nonmuslim maka hak warisnya terlindungi
dengan diberikannya wasiat wajibah.

Berdasarkan wuraian diatas implikasi  Yurisprudensi Nomor
1/Yur/Ag/2018 terhadap pemberian wasiat wajibah bagi nonmuslim yaitu:

1. Memperluas cakupan penerima wasiat wajibah, tidak hanya terbatas
pada ahli waris muslim, tetapi juga mencakup nonmuslim. Hal ini
memberikan kepastian hukum bagi ahli waris nonmuslim yang selama
ini merasa kurang terlindungi.

2. Memberikan interpretasi baru terhadap Pasal 209 KHI yang mengatur
tentang wasiat wajibah. Interpretasi ini memperlihatkan fleksibilitas
dan dinamika hukum Islam dalam merespon perkembangan zaman dan
kebutuhan masyarakat.

3. Menjadi preseden hukum bagi perkara-perkara serupa di kemudian
hari. Hakim dalam memutus perkara waris yang melibatkan ahli waris
berbeda agama dapat merujuk pada putusan ini sebagai landasan
hukum.

Yurisprudensi ini menegaskan bahwa adanya perintah pemberian
wasiat wajibah bagi nonmuslim. Hal ini bertujuan untuk memastikan hak-
hak ahli waris nonmuslim terpenuhi atau terlindungi.

Terhadap putusan permohonan penetapan ahli waris yang tidak
memberikan wasiat wajibah pada ahli waris yang nonmuslim maka akan
menimbulkan implikasi buruk terhadap hak-hak ahli waris nonmuslim yang

mana akan berdampak terhadap tidak terlindunginya hak-hak ahli waris
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nonmuslim seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Nursaidah selaku
hakim Pengadilan Agama Banyumas, beliau menjelaskan:

“Putusan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms tidak menggunakan
Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018 sebagai acuan atau pedoman dalam
putusan, maka dari itu tidak ada implikasi secara nyata dalam putusan
tersebut. Tapi implikasinya secara umum yaitu yang awalnya tidak ada
aturannya yang jelas atau hakim tidak ada acuannya, dengan wasiat wajibah
berarti hakim sudah ada acuannya yang jelas dan tidak perlu melakukan
ijtihad untuk mengqiyaskan kemana-mana, dengan adanya Yurisprudensi ini
kita sebagai warga negara Indonesia dan kita melaksanakan pemerintahan
yang sah di negara kita untuk memberikan keadilan pada orang-orang yang
berbeda agama.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Mustolich selaku hakim

Pengadilan Agama Banyumas, beliau menjelaskan:

“Implikasinya ya untuk itu memberi rasa keadilan yang di mana dalam
sebuah keluarga ada hubungan darah, dia hidup bareng terus tidak ada
permusuhan juga, ketika anak dengan bapak kemudian ada hubungan
keterikatan dan sering berhubungan baik ya secara manusiawi kalau
misalnya tidak dapat sama sekali ya jalannya dengan itu memberikan wasiat
wajibah. Karena dalam KHI kan tidak ada wasiat wajibah.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung mengamanatkan bahwasannya ahli
waris nonmuslim berhak mendapatkan waris namun dengan jalan lain yaitu
melalui wasiat wajibah.

Oleh sebab itu, hakim wajib menyelamatkan pencari keadilan serta
membantu pencari keadilan agar mereka dengan mudah dapat menerima apa
yang menjadi hak-haknya. Tanpa adanya implementasi wasiat wajibah pada
ahli waris nonmuslim maka tidak adanya kepastian hukum, hal tersebut
tidak sejalan dengan asas keadilan dalam putusan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 merupakan

terobosan penting dalam upaya melindungi hak-hak ahli waris beda agama.
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Dengan adanya pengimplementasian wasiat wajibah yang jelas, Ibu dari
almarhum memiliki landasan hukum yang kuat untuk menuntut hak-haknya.

Berdasarkan uraian di atas jika dilihat dari teori keadilan, terkait
putusan yang tidak mengimplementasikan wasiat wajibah terhadap ahli
waris nonmuslim pada putusan Penetapan ahli waris di Pengadilan Agama
Banyumas:

Keadilan dapat diartikan sebagai suatu nilai untuk menciptakan
hubungan yang ideal antara manusia satu dengan manusia yang lain sebagai
sesama anggota masyarakat, dengan memberikan kepada manusia tersebut
apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasinya dan menegakkan
kewajiban menurut hukum dan moral. Hal ini berdasarkan pendapat
beberapa ahli termasuk Plato, yang menyatakan bahwa keadilan adalah
kemampuan memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-
masing.}?

Jika dilihat berdasakan teori keadilan hukum, Yurisprudensi Mahkamah
Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 menegaskan pentingnya penerapan hukum
yang adil dan tidak diskriminatif. Penerapan wasiat wajibah yang
berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018 tersebut berfungsi
sebagai alat yang penting untuk memastikan bahwa hak-hak ahli waris beda
agama dapat dilindungi dalam proses peradilan. Akan tetapi pada faktanya

di Pengadilan Agama Banyumas terdapat putusan yang tidak menerapkan

121 Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim
(Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 106 - 107.
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wasiat wajibah pada ahli waris yang berbeda agama. Apabila tidak
diimplementasikan wasiat wajibah dapat menyebabkan hak-hak ahli waris
beda agama tidak terlindungi dan terancam tidak terpenuhi sehingga
menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang berbeda agama, kemudian
salah satu tujuan dikeluarkannya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor
1/Yur/Ag/2018 adalah untuk mencegah kemungkinan terjadinya sengketa
waris dalam keluarga yang berbeda agama.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 merupakan
langkah penting dalam melindungi hak-hak ahli waris beda agama di
Indonesia. Namun dalam penerapannya Pengadilan Agama Banyumas perlu
melakukan penggalian hukum yang lebih luas lagi dalam hal waris beda
agama. Hal tersebut membuktikan bahwasannya implikasi putusan
penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Banyumas yang tidak
menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018
terhadap perlindungan hak-hak ahli waris beda agama belum diterapkan
secara maksimal.

Akibat dari tidak dicantumkannya Yurisprudensi Mahkamah Agung
Nomor 1/Yur/Ag/2018 dalam putusan penetapan ahli waris maka hak-hak
ahli waris beda agama tidak terlindungi atau kesulitan dalam mendapatkan
hak-haknya. Hal tersebut jelas tidak selaras dengan asas keadilan hukum.
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 merupakan suatu

hal yang penting dalam upaya melindungi hak-hak ahli waris yang berbeda
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agama. Yurisprudensi ini diharapkan dapat mencegah sengketa yang terjadi
dalam suatu keluarga.

Pengadilan Agama Banyumas kedepannya diharapkan dapat
mempertimbangkan untuk menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Nomor 1/Yur/Ag/2018 dalam memutus perkara Penetapan ahli waris.
Hakim-hakim Pengadilan Agama Banyumas perlu memahami isi dan
substansi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 secara
mendalam agar dapat diimplementasikan dengan tepat. Implementasi
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 oleh Pengadilan
Agama Banyumas diharapkan dapat meningkatkan keadilan bagi para pihak

yang berperkara.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan bab-bab terdahulu maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diberikan kepada ahli waris
atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta waris karena
terhalang oleh suatu hal. Wasiat wajibah dalam KHI tidak diatur secara
eksplisit tentang wasiat wajibah untuk beda agama, kemudian
Mahkamah Agung mengeluarkan Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018
yang mengatur tentang wasiat wajibah untuk beda agama. Tujuan
dikeluarkannya Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018 antara lain yakni
untuk mengisi kekosongan hukum, memberikan keadilan kepada ahli
waris yang berbeda agama. Berdasarkan putusan Nomor
301/Pdt.P/2022/PA.Bms tidak mengimplementasikan wasiat wajibah
karena putusan tersebut mengacu pada KHI, di mana dalam KHI sudah
jelas bahwa antara orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi.
Hakim Pengadilan Agama Banyumas juga tidak mengimplementasikan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018, dikarenakan
adanya faktor-faktor sebagai berikut: hakim memutus perkara tersebut
sesuai permintaan para pemohon yaitu agar diputuskan sesuai dengan
hukum Islam, para hakim kurang memahami lebih dalam tentang

Yurisprudensi tersebut.

107



108

2. Implikasi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018
terhadap pembagian waris beda agama pada putusan perkara
permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Banyumas
yaitu adanya perintah untuk memberikan wasiat wajibah kepada ahli
waris yang berbeda agama. Dari penetapan hakim Pengadilan Agama
Banyumas tidak menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor
1/Yur/Ag/2018 dalam putusan. Hal tersebut membuktikan
bahwasannya implikasi Yurisprudensi di Pengadilan Agama Banyumas
terhadap perlindungan hak-hak ahli waris yang berbeda agama belum
diterapkan secara maksimal. Implikasi terhadap putusan Nomor
301/Pdt.P/2022/PA.Bms adalah tidak terlindunginya hak-hak ahli waris

beda agama, dan hal tersebut tidak selaras dengan asas keadilan hukum.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pengembangan beberapa kesimpulan
maka penulis perlu menyampaikan beberapa saran:
1. Saran Akademis
Untuk peneliti selanjutnya agar menggali lebih dalam lagi
penelitian ini. Karena kajian ini hanya mengambil teori keadilan,
disarankan bagi peneliti selanjutnya, bisa menggunakan teori yang lain
agar bisa mendapatkan hasil yang lebih mendalam, penelitian
selanjutnya diharapkan juga bisa menggunakan objek penelitian yang
lebih luas dan lebih banyak untuk contoh kasusnya, sehingga bisa

menjadi penelitian yang lebih sempurna.
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2. Saran Praktis

a. Mahkamah Agung perlu melakukan sosialisasi Yurisprudensi
Nomor 1/Yur/Ag/2018 kepada para hakim secara berkala untuk
meningkatkan pemahaman hakim terhadap Yurisprudensi Nomor
1/Yur/Ag/2018.

b. Dari adanya kekosongan hukum pada aturan wasiat wajibah
kepada ahli waris beda agama solusi yang ada adalah
Yurisprudensi. Oleh sebab itu hendaknya peraturan mengenai
wasiat wajibah dapat diperjelas lagi dalam bentuk aturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, agar tidak terdapat

kerancuan hukum.
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Lampiran 5

Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Banyumas

Pedoman Wawancara

1.

Bagaimana pendapat hakim mengenai praktek pembagian waris bagi
nonmuslim dalam keluarga muslim?

Bagaimana pendapat hakim mengenai adanya wasiat wajibah bagi
nonmuslim?

Apakah wasiat wajibah dalam KHI Pasal 209 dapat diterapkan dalam
pembagian waris beda agama khususnya dalam putusan Nomor
301/Pdt.P/2022/PA.Bms?

Bagaimana pandangan hakim mengenai adanya Yurisprudensi Mahkamah
Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018?

Apakah implikasi/pengaruh dikeluarkannya Yurisprudensi Mahkamah Agung
Nomor 1/Yur/Ag/2018 mengenai wasiat wajibah bagi nonmuslim khususnya
implikasi bagi putusan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms?

Bagaimana upaya hakim dalam melindungi hak waris ahli waris nonmuslim
pada putusan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms?

Pada Pasal 173 KHI tertulis penghalang kewarisan, namun di dalam Pasal
tersebut tidak tertulis perbedaan agama. Bagaimana pandangan hakim dengan

Pasal 173 tentang penghalang kewarisan?

Hasil Wawancara Dengan Ibu Nursaidah

1.

Wasiat wajibah bagi nonmuslim ketika ia menjadi ahli waris, untuk
melindungi hak ahli waris beda agama maka dibuatkan wasiat oleh pewaris
di depan notaris. Kalau tidak ada wasiat wajibah lalu masuk ke pengadilan,
maka hakim tidak bisa membuatkan wasiat wajibah karena wasiat harus ke

notaris dan ada saksi-saksinya, beda halnya dengan anak angkat karena ada



Undang-Undangnya maka tanpa wasiat pun hakim akan memberi wasiat
wajibah tapi tidak melebihi 1/3 harta.

2. Implikasinya yang awalnya tidak ada aturannya yang jelas atau hakim tidak
ada acuannya, dengan wasiat wajibah berarti hakim sudah ada acuannya yang
jelas dan tidak perlu melakukan ijtihad untuk mengqiyaskan kemana-mana,
dengan adanya yurisprudensi ini kita sebagai warga negara Indonesia dan kita
melaksanakan pemerintahan yang sah di negara kita untuk memberikan
keadilan pada orang-orang yang berbeda agama.

3. Upaya hukum untuk melindungi hak waris nonmuslim adalah jika ia ke
pengadilan dan seluruh keluarganya mengamini bahwa itu adalah
keluarganya walaupun berbeda agama, tetap dikasi bagiannya seperti bagian
kedudukannya sebagai ahli waris kalau dia muslim, bisa hakim memakai
yurisprudensi.

4. Terhalang dengan beda agama berbeda, kalau terhalang berarti kalau tidak
ada penghalang itu dia bisa dapat, kalau umpamanya dipersalahkan
membunuh berarti tidak dapat warisan, kalau dia tidak membunuh pewaris
maka dia dapat harta bagian, tetapi kalau berbeda agama itu beda, sama sekali
tidak ada penghalang memang tidak dapat (tertutup tidak ada penghalang)
bahwa itu sama sekali tidak bisa saling mewarisi antara Kristen dengan Islam.

5. Hakim memeriksa perkara tidak semuanya sama, ada yang mau supaya
dibuatkan seperti itu, ada yang mau dibuatkan seperti sesuai hukum Islam,
dan perkara Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms minta dibuatkan sesuai hukum
Islam, tetapi untuk menjembatani memakai Yurisprudensi bisa.

6. Putusan Nomor 301/Pdt.P/2022/PA.Bms tidak menggunakan Yurisprudensi
sebagai acuan atau pedoman dalam putusan, maka dari itu tidak ada implikasi

secara nyata dalam putusan tersebut.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Mustolich

1. Yang kita ketahui antara muslim dan nonmuslim tidak saling mewarisi, jadi

memang tidak bisa saling mewarisi. Cuman praktek dikita itu aturannya pada



Undang-Undang dalam KHI. Kemudian kalau yang muslim dan nonmuslim
itu kan yang terkenal itu di yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa kalau
nonmuslim ya cara dapatnya bukan lewat ahli waris, jadi tetap saja
kemungkinan dia dapat bagian tapi bukan melewati jalur ahli waris tapi lewat
jalur wasiat wajibah.

Pasal 209 ketika muslim dan nonmuslim lewatnya wasiat wajibah,
mengambil dasarnya dari yurisprudensi dari hakim agung, saya belum
membaca lebih lengkap tapi menurut saya mungkin antara anak angkat
dengan ayahnya orangtua dia walaupun bukan anak kandung tapi pasti ada
hubungan emosional yang dekat pernah menjalin hubungan dekat, sama saja
ketika misalnya kerabat, anak yang mungkin beda agama ya mungkin salah
satu alasannya ya itu dengan jalan wasiat wajibah dari yurisprudensi
Mahkamah Agung.

Putusan tersebut tidak mendapat wasiat wajibah itu karena putusan ini adalah
perkara permohonan, permohonan itu dia minta untuk ditetapkan ahli waris,
ahli waris dari seorang pewaris. Nah inikan ibunya nonmuslim yakan bukan
terhalang ya memang tidak mewarisi gitu, jadi memang ibunya itu bukan ahli
waris. Jadi ini kan penetapan ahli waris, itu nanti amarnya ahli waris dari ini
adalah ini, ini, ini, jadi memang tidak ada sangkut pautnya dengan bapak
sama ibunya karena emang bapak ibunya kan yang katanya disini nonmuslim
jadi bukan ahli waris, tapi seandainya suatu perkara ini ada ahli waris dia
punya harta kemudian jadi sengketa nah kemudian sengketa itu nanti saling
menuntut nih anak-anak atau apa dapat bagian berapa-berapa nanti kan hakim
menentukan anak perempuan, anak laki-laki bagiannya segini, nah jalur agar
orangtuanya yang nonmuslim dapat harta dari yang meninggal itu salah satu
ya itu melalui wasiat wajibah. Karena ini perkara permohonan tidak ada
sengketa segala sesuatu dan mintanya juga minta ditetapkan bahwa ahli
nomuslim tidak dapat yaitu itu karena tidak saling mewarisi, berbeda kalau
misalnya ketika dalam kasus keluarga ini kemudian ada sengketa waris terus

minta dibagi hartanya yang anaknya minta berapa bagian nah nanti hakim itu



bisa menyatakan bahwa ibunya itu bagaimanapun ibu itukan pernah berjasa,
mengasuh dan lain-lain, nah salah satu jalannya yaitu melalui wasiat wajibah.
. Untuk melindungi hak waris yang beda agama adalah memberikan wasiat
wajibah. Cuman masalahnya karena ini adalah perkara permohonan dan dia
meminta untuk ditetapkan siapa saja ahli warisnya, ya kita ngga mungkin
memutuskan sesuatu yang tidak dia minta. Karena kan dia mintanya cuma
. Implikasinya ya untuk itu memberi rasa keadilan yang dimana dalam sebuah
keluarga ada hubungan darah, dia hidup bareng terus ga ada permusuhan juga.
Ketika anak dengan bapak kemudian ada hubungan keterikatan dan sering
berhubungan baik ya secara manusiawi kalau misalnya ga dapat sama sekali
ya jalannya dengan itu memberikan wasiat wajibah. Karena dalam KHI kan

tidak ada wasiat wajibah.
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Dokumentasi

Wawancara Dengan Ibu Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1 Nama :  Arthakyla Satya Re Ajastin

2 NIM : 214110304022

3 Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 07 Agustus 2003

4  Alamat :  Tumiyang RT 02 RW 06 Kec. Pekuncen
Kab. Banyumas

5 Nama Ayah : Sohibun

6 Nama Ibu : Raswi

B. Riwayat Pendidikan

a. TK : TK Pertiwi 02 Karangtengah
b. SD/MI : SD Negeri 3 Tumiyang

c. SMP/MTs : SMP Negeri | Ajibarang

d. SMA/MA :  MA Negeri 1 Banyumas

e. Perguruan Tinggi : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Mading dan Jurnalistik MAN 1 Banyumas
2. Kementerian Dalam Negeri DEMA Fakultas Syariah 2022-2023
3. Sekretaris HMPS Perbandingan Mazhab 2023-2024

Purwokerto, Desember 2024

Saya yang menyatakan

Arthakyla Satya Re Ajastin
NIM. 214110304022
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